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ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Perlindungan Hukum PPAT Terhadap Pendaftaran Peralihan
Hak Atas Tanah Karena Terkendala Pandemi Covid-19” penelitian ini bertujuan
untuk Mengetahui urgensi pendaftaran peralihan hak atas tanah dan akibat
keterlambatan pendaftaran peralihan hak atas tanah di masa pandemi Covid-19 di
Kota Yogyakarta, dan akibat hukum terhadap PPAT dalam hal terjadinya
keterlambatan pendaftaran Peralihan hak atas tanah di masa pandemi Covid-19 di
Kota Yogyakarta. Metode Penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat yuridis-
normatif. Penelitian ini berdasarkan analisa-analisa terhadap perundang-undangan
yang mengatur setiap permasalahan yang diteliti serta mengarah pada studi
kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang ada sehingga diperoleh
hubungan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan lainnya. Untuk
menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh
Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah,
instasi Pemerintah yang melaksanakan pendaftaran tanah di Indonesia adalah
Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan dalam melaksanakan pendaftaran tanah
Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT, Salah satu kewajiban PPAT yang
harus dipenuhi dalam pendaftaran tanah yaitu Pasal 40 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 “Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal
ditanda tangani akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang
dibuatnya berikut dokumen-dokumen vyang bersangkutan kepada Kantor
Pertanahan untuk didaftar”, namun dengan adanya pandemi Covid-19
mengakibatkan semua pelayanan di kantor pelayanan publik menjadi terhambat,
dengan demikian terjadi keterlambatan pendaftaran oleh PPAT dengan begitu dari
hasil penelitian PPAT tetap bisa mendaftarkan hak atas tanah tersebut dengan
melampirkan surat keterangan keterlambatan yang berisikan alasan keterlambatan
dengan begitu hak atas tanah tersebut bisa diproses dengan semestinya. PPAT juga
harus menerima konsekuensi jika terlambat dalam mendaftarkan akta yaitu berupa
sanksi admisistratif berupa teguran secara tertulis dari badan pertanahan setempat.

Kata kunci: Pendaftaran Tanah, PPAT, Covid-19, Perlindungan Hukum.
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ABSTRACT

This thesis is entitled "legal protection of PPAT against land rights registration due
to covid-19 pandemic constraints™. this study aims to determine the urgency of hat
registration and the consequences of delays in hat registration during the covid-19
pandemic, and the legal consequences of PPAT in the event of delays in hat
registration. during the covid-19 pandemic. the research method in writing this law
is juridical-normative. this research is based on analyzes of the legislation that
regulates each problem studied and leads to a literature study to obtain existing
secondary data so that the relationship between legislation and other regulations is
obtained. in order to guarantee legal certainty by the government, land registration
is held throughout Indonesia according to the provisions regulated by Government
Regulations, the government agency that carries out land registration in indonesia
is the National Land Agency (BPN) and in carrying out land registration the head
of the land office is assisted by PPAT, one of the obligations of PPAT that must be
fulfilled in land registration is Article 40 Of Government Regulation Number 24 Of
1997 "no later than 7 (seven) working days from the date the deed in question is
signed, PPAT is obliged to submit the deed he made along with the relevant
documents to land office for registration”, however, with the Covid-19 pandemic
causing all services at public service offices to be hampered, thus there was a delay
in registration by PPAT so from the results of the research PPAT could still register
rights to the land by attaching a certificate of delay containing the reasons for the
delay so that the right to the land can be processed properly, PPAT must also accept
the consequences if he is late in registering the deed, namely in the form of
administrative sanctions in the form of a written warning from the local land
agency.

Keywords : Pendaftaran Tanah, PPAT, Covid-19, Perlindungan Hukum
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki arti penting bagi
kelangsungan hidup manusia. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya
sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah mempunyai peranan yang sangat
penting karena secara kodrati selama-lamanya terdapat hubungan langsung antara
manusia dengan tanah.! Oleh karenanya manusia mempunyai ketergantungan
terhadap tanah karena tanah sudah ada sebelum manusia dilahirkan, sehingga
manusia tidak dapat ada jika tanah tidak ada.?

Tanah dalam arti wilayah yang terhampar di Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia merupakan sumber daya alam yang sangat penting dalam
kehidupan ekonomi Negara Republik Indonesia.® Dalam hal ini, tanah dapat
digunakan secara langsung oleh rakyat Indonesia dalam memenuhi kebutuhannya,
sehingga penguasaanya dapat diatur secara merata dan adil. Dengan demikian,
secara tidak langsung tanah mempunyai fungsi dalam mewujudkan masyarakat
yang adil dan makmur.*

Meskipun tanah merupakan suatu hal yang memiliki peran yang sangat penting

bagi kehidupan manusia, tak dapat dipungkiri bahwa tanah juga dapat menjadi salah

1 Imam Soetiknjo, Politik Agraria Nasional, , (Yogjakarta: Gajah Mada University Press,
1994),him.15

2 Notonagoro, Politik Hukum Dan Pembangunan Agraria Di Indonesia, ,(Jakarta: Bina Aksara
1984), him. 18

% Imam Soetikjo, Op.Cit. him. 3

4 Boedi Harsono, Op.cit, him. 29



satu faktor utama timbulnya berbagai permasalahan diantara makhluk hidup
terlebih terhadap manusia. Semakin terbatasnya persediaan tanah dan semakin
meningkatnya kebutuhan akan tanah, maka sesuai dengan hukum permintaan dan
penawaran, hal ini berdampak besar terhadap semakin meningkatnya nilai tanah
atau harga tanah. Hal ini akan meningkatkan potensi untuk timbulnya sengketa
pertanahan ataupun konflik-konflik yang berhubungan dengan atau yang
disebabkan oleh tanah. Karenanya dibutuhkan suatu perangkat hukum dan sistem
administrasi pertanahan yang teratur dan tertata rapi untuk menghilangkan atau
paling tidak mengurangi kemungkinan terjadinya konflik-konflik atau sengketa
yang berhubungan dengan tanah, sehingga dapat memberikan jaminan dan mampu
untuk memberikan perlindungan terhadap pemilik tanah serta dapat mengatur
kepemilikan, peralihan dan peruntukan tanah secara adil dan menyeluruh.

Atas kesadaran pemerintah Indonesia akan pentingnya pengaturan akan hak
atas tanah, maka melalui perjalanan yang sangat panjang negara Indonesia
membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria atau (UUPA), Undang-Undang tersebut merupakan pelaksanaan
langsung dari Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.”

Atas dasar hak menguasai dari negara, pemerintah berkewajiban untuk
melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dasar

hukum pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 19 ayat (1)



UUPA, yang menyebutkan bahwa. Untuk menjamin kepastian hukum oleh
Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia
menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pendaftaran tanah dalam pasal 19 ayat (2) ini meliputi:

a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

C. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat.

Menindak lanjuti pengaturan pertanahan yang diamanatkan dalam Pasal 19
ayat (1) UUPA, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang kemudian diganti dengan Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dilatarbelakangi kenyataan bahwa lebih dari 35
tahun sampai diundangkannya Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 belum
banyak hasil yang memuaskan.’ Pengaturan lebih rinci dan lengkap tentang
ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diatur dalam
Peraturan Menteri Agraria /Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu:

a. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; dan

> Winahyu Erwiningsih dan Fakhrisya Zalili Sailan,2019, HukumAgraria Dasar-Dasar dan
Penerapannya di Bidang Pertanahan, Yogyakarta: FH-UII Press, him.180



b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 722),
c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
953).

Pada prinsipnya pengertian pendaftaran tanah menurut Pasal 1 angka 1
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu :

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah
secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data
yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-
satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-
bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta
hak-hak tertentu yang membebaninya.”

Menurut Boedi Harsono pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan
yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa
pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada

di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya bagi

kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang



pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya.® Kepastian
hukum meliputi kepastian mengenai orang atau badan hukum yang menjadi
pemegang hak yang disebut juga kepastian mengenai subyek hak dan kepastian
mengenai letak, batas-batasnya serta luas bidang-bidang tanah yang disebut juga
kepastian mengenai obyek hak.’
Rangkaian kegiatan dalam pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah
akan menghasilkan 2 macam data, yaitu:
1. Data fisik
Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang
tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan
mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya (Pasal 1
angka 6 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997)
2. Data yurdis
Data yuridis adalah keterangan mengenai ststus badan hukum bidang
tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak
pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya (Pasal 7 angka
1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997)
Kegiatan pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
selain kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (Opzet atau Initial
Registration) atau kegiatan pendafataran tanah yang dilakukan terhadap objek

pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10

6 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid 1, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, (Jakarta : Djambatan,
2007), him.72.

"' Wahid Muchtar, 2008, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Jakarta: Republika



Tahun 1961 atau Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. juga kegiatan
pemeliharaan data pendaftaran tanah (Bijhoulding atau Maintenance) dalam hal ini
yang dimaksud dengan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah
kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam
peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat
dengan perubahan-perubahan yang terjadi dikemudian.

Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada
data fisik dan/atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan data fisik
dan/atau data yuridis kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat.
Sebagaimana Ketentuan di dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan jika instasi Pemerintah yang
melaksanakan pendaftaran tanah di Wilayah Negara Republik adalah Badan
Pertanahan Nasional (BPN).

Perubahan data yuridis dapat berupa peralihan hak karena jual beli, tukar-
menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan
hak lainnya, di dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah angka 1 menyebutkan bahwa peralihan hak atas tanah dan Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susun melalui jual beli, tukar-menukar, hibah,
pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya,
kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan
dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang

berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini



sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No.
24 Tahun 1997 yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pendaftaran
tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT).

Dalam pelaksanaan administrasi pertanahan, data pendaftaran tanah yang
tercatat di Kantor Pertanahan harus sesuai dengan keadaan bidang tanah yang
bersangkutan baik yang menyangkut data fisik maupun data yuridis tanah. Dalam
pencatatan data yuridis ini khususnya pencatatan perubahan data yang sudah
tercatat sebelumnya maka peranan PPAT sangatlah penting. Tanpa adanya
keberadaan PPAT sangat sulit untuk dapat melaksanakan kegiatan pemeliharaan
data pendaftaran tanah, hal ini terkait dengan fungsi akta yang di buat oleh PPAT
sebagai bukti bahwa benar dan telah dilakukan suatu perbuatan hukum tertentu,
juga sebagai sumber data yang diperlukan dalam rangka memelihara data yang
disimpan di Kantor Pertanahan.

Didalam Pasal 38 ayat (1) Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang
bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang
memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu.
Dengan begitu PPAT bertanggungjawab untuk mengesahkan akta yang dibuatnya
tersebut dengan memperhatikan betul syarat-syarat untuk sahnya suatu perbuatan
hukum yang bersangkutan.

Sebagai pejabat umum, tugas dan wewenang yang diberikan oleh Negara harus

dilaksanakan oleh PPAT dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya. Kekeliruan



dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh PPAT dapat menimbulkan terganggunya
kepastian hukum seperti tidak jelasnya status akta, kedudukan akta yang akan
bermasalah, dan kerugian-kerugian lainnya. Salah satu kewajiban PPAT yang harus
dipenuhi berkaitan dengan pendaftaran tanah yaitu pada Pasal 40 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

(1) “Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditanda tangani akta
yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya
berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan
untuk didaftar”

(2) “PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah
disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para
pihak yang bersangkutan”.

Tahun 2020 ini tepatnya pada awal tahun terdapat pendemi Covid-19 yang
merupakan penyakit menular dikarenakan jenis virus corona yang baru didapati,
virus tersebut adalah penyakit yang tidak diketahui sebelumnya yang baru
ditemukan pertama kali pada bulan Desember Tahun 2019 menjadi wabah dunia
menurut WHO Covid-19 menyebar ke berbagai Negara di dunia khusunya
Indonesia, pandemi Covid-19 bukan sekedar menjadi persoalan nasional pada
sebuah Negara tetapi telah menjadi masalah global .2

Pemerintah Indonesia merespon terhadap pendemi tersebut dengan

mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

8 Baharuddin & Fathimah Andi Rumpa, 2019-nCOV (COVID-19) Melindungi Diri Sendiri Dengan
Lebih Memahami Virus Corona, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2020), him. 3



HK.01.07/MENKES/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus
(Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan
Upaya Penanggulangannya, dan Kepres Nomor 11 Tahun 2020 mengenai
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 pada tanggal 31 Maret
2020. hal tersebut dilatar belakangi oleh karena penyebaran Covid-19 yang begitu
sangat luar biasa, hal tersebut diindikasikan dengan banyaknya kasus dan kematian
yang meningkat dan meluas yang berpengaruh dalam bidang sosial, ekonomi,
budaya, pertahanan, keamanan, dan pelayanan publik®.

Dampak dari pandemi ini dirasakan di berbagai sektor, misalnya sektor
pelayanan publik. Arahan Presiden agar disusun kebijakan yang memungkinkan
sebagian Aparatur Sipil Negara untuk dapat bekerja dari rumah perlu dilakukan
penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi pemerintah
sebagai upaya pencegahan dan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19.
Sehubungan dengan hal tersebut Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara
dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang
Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan
Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut atas aturan tersebut Kementrian Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Edaran Menteri
Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2/SE-

100.TU.03/111/2020 Tahun 2020 Tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan

® Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
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Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Kementerian
Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Kebijakan tersebut sangat berpengaruh terutama pelayanan terhadap PPAT
yang ingin melakukan pengurusan mengenai pendaftaran peralihan hak atas tanah
di Kantor Pertanahan. Pandemi Covid-19 tentunya banyak menimbulkan
konsekuensi hukum sendiri bagi PPAT konsekuensi hukum tersebut yaitu
mengenai efektivitas kerja PPAT™, Berkaitan dengan kinerja PPAT sebagai pejabat
umum dalam membuat akta otentik dengan adanya pendemi Covid-19
mengakibatkan kinerja pelayanan menjadi terhambat karena terbatasnya pelayanan
publik diberbagai sektor. Dengan demikian proses pemenuhan syarat-syarat guna
pendaftaran peralihan hak atas tanah menjadi terhambat atau memakan waktu yang
sangat lama dari pada sebelumnya disaat kondisi normal, karena PPAT harus
mengikuti prosedur yang baru, sedangkan PPAT dituntut untuk mendaftarkan akta
pendaftaran peralihan hak atas tanah tepat waktu sesuai jangka waktu tertib
pendaftaran peralihan hak atas tanah yang telah ditentukan oleh Kantor Badan
Pertanahan Nasional, sesuai dengan pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib
menyampaikan akta yang dibuatkannya berikut dokumen-dokumen yang
bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftarkan. Berdasarkan uraian

tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti kasus ini dalam tesis dengan

10 Wardatul Fitri, Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan, jurnal kajian ilmu hukum,
edisi No 1Vol 9, (2020), 76-93
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judul : “PERLINDUNGAN HUKUM PPAT TERHADAP PENDAFTARAN
PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA TERKENDALA PANDEMI
COVID-19 DI KOTA YOGYAKARTA”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang
dapat dirumuskan adalah
1. Apa peran BPN dalam Pencatatan Pertanahan di masa pandemi Covid-19?
2. Apa akibat hukum terhadap PPAT dalam hal terjadinya keterlambatan
pendaftaran peralihan hak atas tanah di masa pandemi Covid-19?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk menganalisis apa peran BPN dalam Pencatatan Pertanahan di masa
pandemi Covid-19.
2. Untuk menganalisis apa akibat hukum terhadap PPAT dalam hal terjadinya
keterlambatan pendaftaran peralihan hak atas tanah di masa pandemi Covid-

19.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini merupakan bentuk sumbangsih maupun kontribusi ilmiah
yang nantinya diharapkan bisa digunakan sebagai masukan dan sumbangan ilmu
pengetahuan terkait. Perlindungan hukum PPAT terhadap Pendaftaran Peralihan
Hak Atas Tanah karena terkendala pandemi Covid-19 dan diharapkan bisa menjadi

referensi bagi penelitian sejenis selanjutnya guna menyusun karya tulis.
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2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi saran atau masukan kepada
pihak terkait yang ada didalam sistem terkait pelayanan yang terjadi di Kantor
Badan Pertanahan Nasional dan PPAT disaat pandemi Covid-19 guna
meningkatkan kembali kualitas pelayanan dan kinerjanya agar berjalan maksimal
tanpa adanya hambatan dan permasalahan.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas studi ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap
hasil-hasil studi terdahulu (tinjauan kepustakaan) yang sejenis baik yang telah
dilakukan oleh para penstudi dari lingkungan disiplin ilmu hukum sendiri maupun
di luar ilmu hukum, terutama ilmu-ilmu sosial. Kajian-kajian sebelumnya yang.
membahas tentang “Perlindungan Hukum PPAT Terhadap Pendaftaran
Peralihan Hak Atas Tanah Karena Terkendala Pandemi Covid-19”

Oleh karena itu, penegasan tentang orisinalitas studi ini dimaksudkan untuk
menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian
yang sama. Duplikasi atau pengulangan kajian seperti itu justru tidak memberikan
sumbangan yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum baik secara teoritis
maupun secara praktis.

Belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya, artinya secara akademik
penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan keaslianya, karena belum ada yang
melakukan penelitian yang sama dengan judul penelitian. Beberapa kajian yang
relevan yang berhasil dihimpun sebagai perbandingan atas kajian-kajian

sebelumnya dapat dilihat pada daftar Tabel 1 berikut ini.
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Tabel 11

Hasil Perbandingan dengan Hasil Kajian Sebelumnya

No Nama Perbandingan dengan Kajian Sebelumnya
1 | Rakhmansyah Menulis tentang Pelayanan Pendaftaran
Akhmad Noor | Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten
Ulum Sragen Di Masa Pendemi Covid-19

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
dan mengerti tentang masalah-masalah yang
berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan
pendaftaran tanah di Kabupaten Sragen
telah sesuai dengan Surat Edaran Menteri
ATR/Kepala BPN No 2/SE-
100.TU.03/111/2020  mengenai  Tindak
Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran
COVID-19 di Lingkungan Kementerian
ATR/BPN, mengingat pelaksanaan
pelayanan di BPN Kabupaten Sragen
dilakukan melalui online seluruhnya dan
hanya datang ke Kantor Pertanahan
Kabupaten Sragen secara langsung apabila
produk pertanahan sudah jadi, penelitian ini
dilakukan di BPN kabupaten sragen sebagai

tempat dilakukannya penelitian
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Purna

Aditama

Noor

Menulis tentang Tanggung jawab pejabat
pembuat akta tanah dalam memberikan
perlindungan hukum bagi para pihak pada
peralihan hak atas tanah melalui jual beli
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
dan mengerti tentang masalah-masalah yang
berhubungan dengan bentuk tanggung
jawab PPAT  dalam memberikan
perlindungan hukum bagi para pihak pada
peralihan hak atas tanah melalui jual beli dan
upaya-upaya PPAT dalam memberikan
perlindungan hukum bagi para pihak pada
peralihan hak tanah melalui jual beli,
Tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta
Tanah  (PPAT) dalam  memberikan
perlindungan hukum kepada para pihak,
timbul karena adanya perbuatan yang
melanggar hukum yang dilakukan PPAT
dalam melaksanakan tugas jabatannya,
sehingga menyebabkan kerugian bagi para
pihak yang meminta jasa pelayanannya.
Bentuk tanggungjawab PPAT apabila

dikaitkan dengan profesinya menganut
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prinsip tanggungjawab kesalahan (based on
fault of liability).

Terkait dengan perlindungan  hukum
ternadap PPAT sendiri  berdasarkan
peraturan jabatannya, bentuk perlindungan
hukum bagi PPAT dalam ranah peraturan
Perundang-undangan terkait ke-PPAT-an
lebih bersifat intern atau administratif.
Sebagian besar peraturan yang dilanggar
oleh PPAT adalah ukuran standar
profesionalisme yang seharusnya wajib
ditaati oleh semua PPAT dalam pembuatan

akta otentik dibidang pertanahan.

Jozan Adolf, Widhi
Handoko,

Muhamad Azhar

Menulis tentang eksistensi wewenang
notaris dalam pembuatan akta bidang
pertanahan Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui  dan  mengerti  tentang
Kewenangan notaris dalam membuat akta
yang berhubungan dengan akta pertanahan,
Kewenangan notaris dalam membuat akta
yang berkaitan dengan pertanahan adalah
terhadap tanah yang belum bersertifikat dan

tanah negara. Kewenangan notaris dalam
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membuat akta tanah adalah selain dari akta-
akta yang berhubungan dengan jual beli,
tukar menukar, hibah, pemasukan kedalam
perushaan, pembagian hak bersama,
pemberian hak tanggungan, pemberian hak
guna bangungan dan pemberian hak pakai
atas tanah hak milik dan SKHMHT,
kewenangan tersebut adalah kewenangan
dari PPAT

Penelitian ini lebih menjurus ke pada
kewenangan antara notarus dan ppat dalam
pembuatan akta dibidang pertanahan tidak
kepada pendaftaran atas suatu tanah yang

terjadi saat wabah pandemi covid-19

Sumber : https://ejournal.undip.ac.id.

Dari hasil kajian yang pernah dilakukan oleh para penulis di atas, jika
dibandingkan dengan kajian yang akan dilakukan oleh penulis tidak ada yang sama
baik dari aspek lingkup kajian atau objek, pendekatan, subjek, metodologi dan
paradigma yang digunakan. Oleh karena itu peneliti yakin bahwa kajian ini bersifat
orisinil dan belum pernah dilakukan oleh orang lain.

F. Kerangka Teori
Kerangka teori dalam penelitian hukum merupakan jawaban konseptual untuk

menjawab permasalahan dalam rumusan masalah penelitian, jawaban factual
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rumusan masalah penelitian diperoleh melalui penelitian. Fungsi dari teori dalam
penelitian ini untuk membantu menemukan jawaban atas permasalahan hukum
yang terjadi, teori juga berfungsi memberikan pemahaman dalam melakukan
penelitian.

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan teori-teori yang relevan
dengan objek penelitian yang akan dijadikan alat analisis untuk menjawab
permasalahan yang akan diteliti, diantaranya :

1. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama
untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna
karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang,
kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian adalah
perihal atau keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki
harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman
kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena
bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.
Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif,
bukan sosiologi.*?

Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma
adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau das sollen, dengan

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma

11 M Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), him 61
2 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang
Pressindo, Yogyakarta, 2010, him.59
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adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi
aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku
dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun
dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi
masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya
aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.*3

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan
bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum
menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang
dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu
memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum
berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.'

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “Scherkeit des Rechts
selbst” atau bisa diartikan kepastian hukum tentang hukum itu sendiri. Terdapat
empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-

undangan (gesetzliches Recht).

2. Hukum didasarkan kepada fakta (Tatsachen), bukan didasarkan kepada

sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim,

seperti kemauan baik dan kesopanan.

13 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, him.158.
14 Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta
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3. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari
kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.

4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.®

Pendapat lain mengenai kepastian hukum selanjutnya dikemukakan oleh

Roscoe Pound, seperti halnya yang ditulis oleh Peter Marzuki di dalam bukunya
Pengantar IImu Hukum yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna, yaitu:

1. Pertama, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu
mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

2. Kedua, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan
pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu
dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh
Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi
dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang
lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum
tidaklah hanya berupa pasal dalam Undang-Undang.®

Asas kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib

dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama
ialah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan

diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi hal

15 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence)
Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume | Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta, 2010 , him 292-293

16 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008,
him 137.
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seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku
oleh setiap orang.

Dengan Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula
terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di dalam suatu perundang-
undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah
sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja.
Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu
telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi
siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai
tindak kejahatan atau pelecehan pada individu atau’pun kelompokserta harus
dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Hukum dilarang bertentangan dan juga wajib dibuatkan rumusan yang bisa
dimengerti serta dipahami oleh masyarakat umum. Untuk itu pengertian asas
kepastian hukum dan keadilan berlaku tidak surut jadi tidak merusak sistem
integritas yang sudah ada serta yang terkait dengan peraturan juga pelaksanaannya.
Kepastian hukum dibentuk dengan harapan bisa memberikan pengertian kepada
masyarakat untuk selalu bersikap juga berpikir positif pada hukum Negara yang
sudah ditentukan

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian
hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu, adanya kejelasan, tidak
menimbulkan kontradiktif, tidak menimbulkan multitafsir dan dapat dilaksanakan.

Dengan demikian hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung
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keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan
hukum tersebut.
2. Pengertian Perlindungan Hukum
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perlindungan memilik arti

tempat berlindung hal atau perbuatan yang melindungi.l’ Perlindungan Hukum
merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara
pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya dalam suatu negara,
terdapat hubungan antara negara dengan warga negaranya, hubungan inilah yang
melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan Hukum akan menjadi hak bagi warga
negara, namun di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara.

Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya,
sebagaimana di Indonesia yang mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang
tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Indonesia adalah
negara hukum”. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang
diberikan terhadap subyek hukum (dari tindakan sewenang-wenang seseorang)
dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat
represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.'® Perlindungan hukum merupakan
suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu

keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

17 pande Putu Doron Swardika, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta
Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual beli Tanah”, Tesis disampaikan pada Program Studi Magister
Kenotariatan Udayana, Denpasar, 2014.

18 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina limu, 1987),
him. 2.
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Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan
mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu
sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga
benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Keadilan
merupakan tujuan hukum yang berhubungan dengan kekuatan berlakunya
peraturan perundang-undangan, dan oleh karena itu harus dapat diakomodasi dalam
peraturan itu®. Keadilan yang dimaksud bukan hanya keadilan hukum atau legal
justice tetapi juga keadilan sosial atau social justice.

Menurut Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum yaitu sebagai
kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan
normatif, umum karena berlaku untuk semua orang dan normative karena mengatur
apa yang seyogyanya dilakukan,apa yang tidak boleh dilakukan atau harus
dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada
kaedah-kaedah?® Jadi perlindungan hukum adalah suatu perbuatan hal melindungi
subyek-subyek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
dapat dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi. Keberadaan hukum di dalam
masyarakat adalah suatu bentuk sarana untuk menciptakan ketentraman dan
ketertiban yang ada di dalam kehidupan masyarakat, sehingga dalam hubungan

antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga

19 Daniel Djoko Tarliman, “Keadilan Sebagai Landasan Filosofi Peraturan Perundang-undangan
dan Putusan Hakim ", Jurnal Yustika, Media Hukum dan Keadilan, Edisi No. 2, Vol 6 (2003), him.
205.

20 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: Liberty, 1991), him.
38.
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kepentingannya, hukum tidak lain merupakan perlindungan kepentingan manusia
yang berbentuk norma atau kaedah-kaedah.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta
pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum
berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Artinya hukum memberikan
perlindungan terhadap hak-hak manusia yakni masyarakat dari sesuatu yang
mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut?

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar terciptanya
ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan
terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi wewenang dan
mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.
Subekti dalam bukunya Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa tujuan hukum
itu mengabdi kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan
kebahagiaan bagi rakyatnya.??

Dalam hal definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan mengenai pengertian
perlindungan hukum yaitu sebagai suatu perlindungan yang diberikan kepada
subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat pencegahan
(preventif) maupun dalam bentuk yang bersifat pemaksaan (represif), baik yang
secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Subyek hukum merupakan bagian dari perlindungan hukum yang memiliki

2L Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang
Prinsip-Prinsipnya,Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan
Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, (Surabaya: Bina llmu, 1987), him. 205

22 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, him.57-61.
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pengertian bahwa segala sesuatu yang dapat memproleh hak dan kewajiban dari
hukum yang terdiri dari manusia (rechtpersoon)?

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat
terhadap suatu tindakan pemerintah dapat bersifat preventif dan represif, yaitu
sebagai berikut:

a. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah
terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk
bersikap hati-hati dalam pengambilan  keputusan  berdasarkan
kewenangan. Dalam hal ini PPAT sebagai Pejabat umum harus berhati-
hati dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kewenangan yang
diberikan Negara kepadanya untuk membuat suatu akta otentik guna
menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

b. Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan
terjadinya sengketa, termasuk penanganannya. Dalam hal ini, dengan
begitu banyaknya akta otentik yang dibuat oleh PPAT, tidak jarang PPAT
tersebut dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak lainnya karena
dianggap telah merugikan kepentingannya, baik itu dengan pengingkaran
akan isi akta, tanda tangan maupun kehadiran pihak dihadapan PPAT dan
keterlambatan waktu.

Perlindungan hukum harus berdasarkan atas suatu ketentuan dan aturan hukum

yang berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk

23 HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2006), him.279
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mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.?* Perlindungan, keadilan, dan
kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan
kewajiban, tidak terkecuali bagi seorang PPAT. Hal ini menunjukkan bahwa
perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau
kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan
kewajibannya,sehingga yang bersangkutan merasa aman.
G. Metode Penelitian

Penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat yuridis-normatif. Penelitian ini
berdasarkan analisa-analisa terhadap perundang-undangan yang mengatur setiap
permasalahan yang diteliti serta mengarah pada studi kepustakaan untuk
memperoleh data sekunder yang ada sehingga dapat diperoleh hubungan antara
peraturan perundang-undangan dengan peraturan lainnya dan penerapannya
didalam kasus ini. Penelitian hukum normatif menitik beratkan pada penelitian
kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau
data sekunder belakang.?®

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakan hukum
sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah asas,
norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian
serta doktrin (ajaran).?

Metode penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum

normatif sebagai suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip

24 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), him. 53

25 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 2010), him. 63

26 Mukti Fajar, Yulianto Achmad,. Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris. (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2015), him. 34.
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hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang
dihadapi.?’

1. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder,
yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mencermati literatur
dan artikel serta bahan-bahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Data
sekunder yang dimaksudkan penulis adalah. Bahan hukum primer (primary law
material) terdiri dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Selain
Bahan hukum primer, dalam penelitian ini juga menggunakan bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer;

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun
mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang terdiri
atas peraturan perundang-undangan diantaranya:

1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2043);

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );

27 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), him.
35.
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4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang
Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah. (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5893);

6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3643);

7) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana
Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019;

8) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

9) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembar

Negara Tahun 2019 Nomor 722);
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10) Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.
88.1/SK/HR.01/1VV/2020 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya
Hak Atas Tanah Dan Jangka Waktu Pendaftaran Surat Keputusan
Pemberian, Perpanjangan Atau Pembaruan Hak Atas Tanah Yang Telah
Atau Akan Berakhir Pada Masa Status Tanggap Darurat Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19);

11) Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 2/SE-
100.TU.03/111/2020 tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran
Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Kementerian ATR/BPN;

12) Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 7/SE-
100.HR.01/1V/2020 tentang Kemudahan Pelayanan Penetapan dan
Pendaftaran Hak Atas Tanah pada Masa Status Tanggap Darurat Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19).

b. Bahan Hukum Sekunder;

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer
Bahan hukum sekunder yaitu berupa data yang diperoleh peneliti dari penelitian
dan kepustakaaan yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang
sudah tersedia dalam bentuk buku, jurnal,majalah, karya ilmiah, dokumen yang
biasa disediakan dalam perpustakaan maupun artikel-artikel serta hasil pendapat

orang lain yang berhubungan dengan objek kajian.
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c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang,
memberikan petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder
antara lain : ensiklopedi, kamus hukum, dan artikel dari media internet.

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum atau Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
studi identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi
bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan
bahan hukum vyang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi
kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah,
mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, studi kepustakaan yang berupa
pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari
ketentuan peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya, Yyang
berhubungan dengan penelitian ini, dari hasil kajian tersebut kemudian diperdalam
dengan menggali informasi-informasi lebih lanjut yang dibutuhkan dan juga kepada
pihak-pihak yang terkait dan relevan yakni informan dan narasumber untuk digali
data pendukungnya. hasil informasi dan data yang didapat dari studi kepustakaan
tersebut akan dijadikan dasar dalam menjawab secara objektif permasalahan yang
diangkat dalam penulisan tesis ini, setelah melalui proses pengolahan dan analisis
data. jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini menjadi dasar pula dalam

pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini.
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3. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode
yang terdapat dalam penelitian hukum normatif, yang antara lain Pertama,
pendekatan Undang-Undang (statute approach) dengan menelaah berbagai
Undang-Undang, regulasi, serta isu hukum yang berkaitan dengan objek penelitian,
sehingga dapat dilihat konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang
dengan Undang-Undang yang lain dan masih berlaku. Kedua, pendekatan
konseptual (conceptual approach) yang berpijak pada pandangan-pandangan dan
doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan kasus terkait objek
penelitian?®®. Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang
berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual dilakukan manakala
peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.

4. Analisis Penelitian

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan analisis
metode analisis Preskriptif yaitu suatu penelitian yang menjelaskan keadaan obyek
yang akan diteliti melalui kaca mata disiplin hukum, atau sering disebut oleh Peter
Mahmud Marzuki sebagai yang seyogyanya. Yang bertujuan untuk memberikan
gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada?®

Analisis preskriptif, menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad
mengemukakan, analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi

atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan

28 |bid., him 95.
29 H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan
Disertasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), him. 9
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adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau

apa yang seyogyanya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil

penelitian

H. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran dan argumentasi mengenai isi dari

tesis yang akan ditulis. Sistematika penulisan disajikan dalam bentuk Bab dan Sub

Bab, disusun secara sistematis supaya pembahasan dan pemaparan dapat menjawab

rumusan masalah dengan jelas, adapun diantaranya yaitu:

BAB |

BAB Il

Pendahuluan

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang akan
menjelaskan latar belakang permasalahan yang akan
dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
metode penelitian, kerangka teori, dam sistematika
yang akan diajukan dalam laporan penelitian
tersebut.

Tinjauan Umum Bab ini berisi tentang pengertian
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tugas dan
kewenangan PPAT, pengangkatan dan
pemberhentian PPAT, Hak dan larangan, wilayah
kerja PPAT, Serta pendaftaran peralihan hak atas
tanah dan kebijakan BPN terkait pendaftaran

peralihan hak atas tanah dimasa pandemi Covid-19



BAB IlI

BAB IV
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Hasil Penelitian dan Pembahasan Bab ini
menjelaskan tentang pembahasan/hasil penelitian
yang dianalisasi secara komperehensif dan
mendalam  terkait keterlambatan  pendaftaran
peralihan hak atas tanah serta akibat bagi para pihak,
dalam hal ini bagi penjual-pembeli, akibat hukum
bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN), Upaya yang
ditempuh PPAT apabila telah menjalankan
kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan,
serta akibat hukum terhadap PPAT sebagai akibat
terkendalanya pendaftaran peralohan hak atas tanah
di masa pandemi Covid-19.

Penutup Bab ini merupakan bab penutup yang berisi
kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya,
serta saran yang dapat dijadikan sebagai masukan

demi terciptanya penyelesaian permasalahan.



BAB I1

PERAN BPN DALAM PENCATATAN PERTANAHAN DI MASA
PANDEMI COVID-19

A. Tinjauan Umum Mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pendaftaran
Peralihan Hak Atas Tanah, Pandemi Covid-19

1. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah
PPAT dalam bahasa Inggris disebut dengan land deeds officials, sedangkan

dalam Bahasa Belanda disebut dengan land titles registrar, mempunyai kedudukan
dan peranan yang sangat penting didalam kehidupan berbangsa dan bernegara
karena pejabat ini diberi kewenangan oleh Negara, untuk membuat akta
pemindahan hak atas tanah dan akta-akta lainnya di Negara Republik Indonesia
maupun dinegara lain®® Secara teoritis, pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah
tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan pandangan ahli.

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah. pengertian tentang PPAT
diatur dalam Pasal 1 Angka 4 UUHT, menerangkan bahwa, Pejabat Pembuat
Akta Tanah, merupakan:

“Pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahaan hak
atas tanah, Akta Pembebanan hak atas tanah, akta pemberian kuasa membebankan

hak tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

30 Salim, HS., Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2016), him. 85.
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b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan,
Hak Guna Usaha dan Hak Pakai Atas tanah, Pengertian PPAT tercantum dalam
Pasal 1 angka 5, PPAT yakni :

“pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah”

c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
dalam Pasal 1 angka 24, PPAT disebut:

“pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah
tertentu”

d. Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 2016, perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuatan Akta Tanah, Pengertian PPAT dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1:
“pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik

mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas

satuan rumah susun”

e. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009
perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2006
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016,
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuatan Akta Tanah, PPAT dalam Pasal 1 angka 1, yakni:
“pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik

mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas

satuan rumah susun”
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Dari kelima peraturan perundang-undangan di atas menujukkan bahwa
kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah sebagai Pejabat Umum.
Maksud pejabat umum itu adalah orang yang diangkat oleh instansi yang
berwenang dengan tugas melayani masyarakat umum dibidang atau kegiatan
tertentu.3* Maka dapat disimpulkan dari definisi diatas bahwa betapa pentingnya
fungsi dan peranan PPAT dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam hal
pertanahan baik pemindahan hak atas tanah, pemberian hak baru atau hak lainnya
yang berhubungan dengan hak atas tanah.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang didalamnya memuat beberapa macam
Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu PPAT Umum, PPAT Sementara dan PPAT
Khusus dalam hal ini yaitu:

a. Pejabat Pembuat Akta Tanah (umum) atau PPAT adalah pejabat umum yang
diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan
hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah
Susun;

b. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) adalah pejabat pemerintah
yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dan membuat
akta di daerah yang belum cukup PPAT dalam hal ini yang ditunjuk sebagai

PPAT sementara adalah Camat, Menurut AP Parlindungan, PPAT Sementara ini

31 Boedi Harsono, Op.Cit, him. 486.
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adalah camat atau kepala desa tertentu yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas
PPAT, karena di daerah tersebut belum cukup PPAT??;

c. Sedangkan PPAT khusus adalah Pejabat Badan Pertanahan Nasional yang
ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat
akta PPAT tertentu, khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas
pemerintah tertentu.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diangkat untuk suatu daerah kerja
tertentu dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia, sedangkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara diangkat dan
diberhentikan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
yang mendapatkan limpahan kewenangan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia.

2. Tugas dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Tugas pokok atau kewajiban yang utama yang harus dilakukan oleh PPAT
yaitu sesuai seperti yang sudah dituangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Nomor 37 Tahun
1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yakni membantu
sebagian kegiatan pendaftaran dalam kaitannya dengan pembuatan akta sebagai
bukti telah dilakukan perbuatan hukum hak atas tanah dan hak milik atas satuan
rumah susun®, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data

pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh hukum itu.

32 A P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, (Bandung: CV. Mandar Maju,1999), him.77.
33 Winahyu Erwiningsih dan Fakhrisya Zalili Sailan, Hukum Agraria Dasar-Dasar Dan
Penerapannya Di Bidang Pertanahan, (Yogyakarta: FH Ull Press, 2019), him 190
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Perbuatan hukum yang dimaksudkan di atas sebagaimana disebutkan pada
Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dimana kewenangan PPAT untuk membuat
akta terbatas pada 8 (delapan) jenis akta yang bentuknya telah ditetapkan, yaitu
mengenai perbuatan hukum diantaranya:

a. Jual beli;

b. Tukar-menukar;

c. Hibah;

d. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);

e. Pembagian hak bersama;

f. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
g. Pemberian Hak Tanggungan;

h. Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan®*.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, menyatakan bahwa untuk melaksanakan
tugas pokok sebagaimana dimaksudkan pasal 2 seorang PPAT mempunyai
kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana
dimaksud Pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah
susun yang terletak di dalam daerah kerjanya, dan dalam menjalankan tugas sehari-

harinya.

34 Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
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Kewenangan menurut Prajudi Atmosudirjo merupakan kemampuan untuk
melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis kewenangan adalah
kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-undang yang berlaku untuk
melakukan hubungan-hubungan hukum. Kewenangan pemerintah bersifat
fakultatif, yaitu peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan
bagaimana kewenangan tersebut dapat dipergunakan. Untuk mengetahui apakah
kewenangan itu bersifat fakulatif atau tidak, tergantung pada peraturan dasarnya®.
3. Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PPAT diangkat dan
diberhentikan oleh menteri sedangkan pembinaan dan pengawasannya dilakukan
oleh pejabat yang ditunjuk dalam tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam hal ini
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional, serta diangkat untuk daerah kerja
tertentu, dan Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah
yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat
tertentu dalam pembuatan akta PPAT tertentu, Menteri dapat menunjuk pejabat-
pejabat di bawah ini sebagai PPAT Sementara atau PPAT Khusus yaitu :

a. Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang

belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT Sementara.

b. Kepala Kantor Pertanahan untuk melayani pembuatan akta PPAT yang

diperlukan dalam rangka pelaksanaan program-program pelayanan

masyarakat atau untuk melayani pembuatan akta PPAT tertentu bagi negara

3 S, Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), him. 86
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sahabat berdasarkan asas resiprositas sesuai pertimbangan dari Departemen

Luar Negeri, sebagai PPAT Khusus.

Persyaratan seseorang agar dapat diangkat sebagai pejabat pembuat akta tanah

atau PPAT telah diatur dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37

Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu :

a. Warga Negara Indonesia;

b. Berusia paling rendah 22 (dua puluh dua) tahun;

C.

Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh

Instansi Kepolisian setempat;

. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

. Sehat jasmani dan rohani;

Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan atau
lulusan program pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

agraria/pertanahan;

. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan; dan

. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan

pada kantor PPAT paling sedikit 1 (satu) tahun, setelah lulus pendidikan

kenotariatan.



40

Sedangkan pemberhentian pejabat pembuat akta tanah atau PPAT tertuang
didalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu:

“(1) PPAT berhenti menjabat sebagai PPAT karena:

a. meninggal dunia;

b. telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; atau

c. diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini.

2) Ketentuan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun sampai dengan usia 67 (enam puluh
tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

3) PPAT Sementara dan PPAT Khusus berhenti melaksanakan tugas PPAT
apabila tidak lagi memegang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (3) huruf a dan b, atau diberhentikan oleh Menteri.

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan masa jabatan dan

pengangkatan kembali PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Menteri.”

4. Hak dan Larangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Sebagaimana dalam hukum seorang subyek hukum dalam hidup memiliki hak
dan kewajiban demikian pula bagi seorang PPAT yang menjalankan tugas dan
jabatannya. Setelah kewajiban-kewajibannya terpenuhi, PPAT juga dapat memiliki
hak yang sesuai ketentuan yang berlaku. Namun dalam menjalankan tugas dan
kewenangan ada larangan yang harus ditaati oleh setiap Pejabat Pembuat Akta
Tanah, Larangan dalam bahasa Inggris disebut dengan Prohibition, sedangkan
dalam bahasa Belanda disebut dengan verbod merupakan perbuatan yang tidak
membolehkan PPAT untuk membuat akta PPAT. Larangan-larangan itu berupa
perbuatan atau kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh PPAT yang dapat

dikenakan sanksi kepada PPAT atau membawa akibat hukum tertentu bagi
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perbuatan atau kegiatan tersebut. Dalam peraturan perundang-undangan yang harus
dihindari dalam menjalankan jabatannya yaitu :

a. PPAT dilarang membuat akta, apabila PPAT sendiri, suami atau istrinya,
keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus tanpa pembatasan
derajat dan dalam garis ke samping sampai derajat dua, menjadi pihak
dalm perbuatan hukum yang bersangkutan baik dengan cara bertindak
sendiri maupun melalui kuasa atau menjadi kuasai dari pihak lain; (Pasal
23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah).

b. PPAT dilarang membuat akta mengenai hak atas tanah dan hak milik atas
satuan rumah susun diluar wilayah kerjanya; (Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah)

c. Merangkap Jabatan atau profesi sebagai pengacara atau advokat, Pegawai
Negeri Sipil atau pegawai BUMN/BUMD; (Pasal 7 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah).

d. Memungut honorarium lebih dari 1% (satu persen) dari harga transaksi

yang tercantum dalam akta, termasuk uang jasa honorarium saksi melebihi
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1% (satu persen) dari harga yang tercantum di dalam akta; (Pasal 32 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta).

Memiliki lebih dari satu kantor dalam daerah kerjanya; (Pasal 20 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah).

Lain-lain larangan yang ditentukan oleh Undang-Undang.

5. Wilayah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Wilayah kerja PPAT yang dimaksud dalam hal ini berkaitan dengan daerah

kerja lokasi tempat PPAT membuka kantor, sebagaimana daerah kerja PPAT

tersebut telah diatur dalam Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang

menentukan bahwa:

a.

b.

Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah provinsi.

Daerah kerja PPAT sementara dan PPAT khusus meliputi wilayah
kerjanya sebagai Pejabat Pemerintah yang menjadi dasar penunjukannya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah kerja PPAT diatur dalam

Peraturan Menteri.

Sebagai pejabat publik yang melaksanakan tugas berkaitan dengan bidang

pendaftaran dan pembuatan akta tanah, jabatan PPAT selalu dikaitkan dengan
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wilayah tertentu yang menjadi daerah kerjanya sesuai pasal 12A Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah yang menyebutkan bahwa: PPAT mempunyai tempat kedudukan di
kabupaten/kota di provinsi yang menjadi bagian dari daerah kerja.

Bagi PPAT yang hendak pindah wilayah kerja jabatan PPAT, diatur dalam
Pasal 12B Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah , yaitu:

“(1) PPAT dapat berpindah tempat kedudukan dan daerah kerja.

(2) Dalam hal PPAT akan berpindah alamat kantor yang masih dalam
kabupaten/kota tempat kedudukan PPAT, wajib melaporkan kepada
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tempat kedudukan
PPAT.

(3) Dalam hal PPAT akan berpindah tempat kedudukan ke
kabupaten/kota pada daerah kerja yang sama atau berpindah daerah
kerja, wajib mengajukan permohonan perpindahan tempat
kedudukan atau daerah kerja kepada Menteri.”

Guna pencatatan akan hal pertanahan di Indonesia fungsi yang berkaitan
dengan bidang pendaftaran dan pembuatan akta tanah bagi masyarakat tersebut

sangat penting, sehingga harus dilaksanakan di seluruh wilayah negara agar dapat

memberikan kepastian hukum akan pertanahan.
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B. Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah
1. Pengertian Pendaftaran Tanah

Secara terminologi pendaftaran tanah berasal dari kata cadastre atau dalam
bahasa Belanda Kadaster, suatu istilah teknis untuk suatu record (rekaman),
menunjukan kepada luas, nilai dan kepemilikan suatu bidang tanah. Selanjutnya
Pendaftaran juga berasal dari bahasa latin capitastum yang berarti suatu register
atau capita atau unit diperbuat untuk pajak tanah Romawi (capotatio terrens).
Menurut A.P Parlindungan, cadastre adalah record atau rekaman dari lahan-lahan,
nilai dari tanah dan pemegang haknya dan untuk kepentingan perpajakan.®® Dengan
begitu Cadastre dapat diartikan sebagai alat yang tepat untuk memberikan suatu
uraian dan identifikasi tersebut dan sebagai rekaman berkesinambungan dari hak
atas tanah.

Sedangkan menurut Boedi Harsono pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian
kegiatan yang dilakukan oleh Negara atau Pemerintah secara terus menerus dan
teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah
tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan, dan
penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan
kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan
pemeliharaannya,® dan menurut Rawton Simpson bahwa pendaftaran tanah
merupakan suatu upaya yang tangguh dalam administrasi kenegaraan, sehingga

dapat juga dikatakan sebagai bagian dari mekanisme pemerintahan.

3% A.P.Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP.N024/1997dilengkapi
dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP. 37 Tahun 1998), Cetakan Pertama, (Bandung:
CV. Mandar Maju, 1999), him. 18-19.

37 Boedi Harsono,Op.Cit, him.72
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Pada tahun 1960 bangsa kita memasuki suatu babak baru dalam bidang
pertanahan atau agraria, karena pada tahun ini baru pertama kali membuat produk
hukum yang menyangkut perkembangan hukum pertanahan di Indonesia. Tepatnya
pada tanggal 24 September 1960 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa
disebut dengan UUPA. Pada era ini hukum tanah mengalami perombakan atau
pembaharuan hukum tanah yang terjadi di Indonesia, pada saat diberlakukan
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Ketentuan mengenai pendaftaran tanah secara eksplisit diatur dalam Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan peraturan dasar yang mengatur
penguasaan, pemilikan, peruntukan, penggunaan, dan pengendalian pemanfaatan
tanah yang bertujuan terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan tanah untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Diberlakukannya UUPA merupakan awal sejarah perkembangan Hukum
Agraria di Indonesia, khususnya mengenai Hukum dibidang pertanahan dan
menghapus dualisme hukum pertanahan. Untuk menjamin kepastian hukum
tersebut, UUPA menegaskan dalam Pasal 19 Ayat (1) yang berbunyi: “Untuk
menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakannya Pendaftaran Tanah di
seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan
Pemerintah”.

Aturan tersebut kemudian diatur dan ditindak lanjuti melalui peraturan
pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang kemudian

diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
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Tanah, dengan hadirnya peraturan pelaksana ini menjadi jawaban akan kebutuhan
kepastian hukum pada para pemilik tanah. Mengingat pendaftaran tanah
diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum, pendaftaran tanah ini
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Dengan
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yang
dipandang tidak dapat lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih
nyata pada pembangunan nasional, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.
Penyempurnaan yang termuat antara lain pengertian pendaftaran tanah itu sendiri,
asas-asas dan tujuan penyelenggaraannya, yang disamping memberi kepastian
hukum juga untuk menghimpun dan menyajikan informasi yang lengkap mengenai
data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan.® Terlebih
lagi akselerasi pembangunan sangat memerlukan dukungan jaminan kepastian
hukum di bidang pertanahan.®

Menurut Douglas J. Willem pendaftaran tanah merupakan pekerjaan yang
kontinu dan konsisten atas hak-hak seseorang sehingga memberikan informasi dan
data administrasi atas bagian-bagian yang didaftarkan. Menurut Pasal 1 angka 1
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah yang meliputi, pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian

serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar

38 Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Edisi Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika,
2004), him.161.

39 Mhd.Yamin Lubis & Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Edisi Revisi, Cetakan Kedua,
(Bandung : CV.Mandar Maju, 2010)., him.91.
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mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk
pemberian surat tanda bukti haknya sebagai bidang-bidang tanah yang sudah ada
haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang
membebaninya“®

Kata-kata “rangkaian kegiatan” menunjuk adanya berbagai kegiatan dalam
penyelenggaraan pendaftaran tanah. Kata-kata “terus menerus” menunjuk kepada
pelaksanaan kegiatan bahwa sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Kata“teratur”
menunjukan bahwa semua kegiatan harus berlandaskan kepada peraturan
perundang-undangan yang sesuai. Berdasarkan rumusan pengertian dari
pendaftaran tanah diatas, dapat disebutkan bahwa unsur-unsur dari pendaftran tanah
yaitu ;4

a. Rangkaian kegiatan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam pendaftaran tanah
adalah kegiatan mengumpulkan baik data fisik maupun data yuridis dari
tanah.

b. Oleh pemerintah bahwa dalam kegaiatan pendaftaran tanah ini terdapat
instansi  khusus yang mempunyai wewenang dan berkompeten yaitu
Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

c. Teratur dan terus-menerus bahwa proses pendaftaran tanah merupakan suatu
kegiatan yang didasarkan dari peraturan perundang-undangan dan kegiatan
ini dilakukan secara terus-menerus tidak berhenti sampai dengan seseorang

mendapatkan tanda bukti hak.

40 Boedi Harsono, Op.Cit., him, 72.
41 Suhadi dan Rofi Wahasisa, Buku Ajar Pendaftaran Tanah, (Universitas Negeri Semarang, 2008)
him, 12
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d. Data tanah bahwa hasil pertama dari proses pendaftaran tanah adalah
dihasilkan data fisik dan data yuridis. Data fisik memuat data mengenai tanah,
antara lain, lokasi, batas-batas, luas bangunan, serta tanaman yang ada di
atasnya. Sedangkan data yuridis memuat datamengenai haknya, antara lain,
hak apa, dan pemegang haknya siapa.

e. Wilayah bisa merupakan wilayah kesatuan dengan obyek dari pendaftaran
tanah.

f. Tanah-tanah tertentu, berkaitan dengan obyek dari pendaftaran tanah.

g. Adanya tanda bukti kepemilikan hak yang berupa sertifikat.

Didalam peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, ditegaskan bahwa instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran
tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia adalah Badan Pertanahan Nasional
(BPN), sedangkan pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota. Nama surat tanda bukti hak sebagai produk akhir dari
kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya adalah sertipikat.*?

Pendaftaran tanah merupakan suatu proses dimana terdapat aspek formal dan
materil dalam pelaksanaan pendaftaran tanah menghasilkan sertifikat hak atas tanah
yang memberikan kepastian hukum, kepastian hak dan kepastian pemilik sertifikat
hak atas tanah. Sertipikat hak-hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ UUPA dan Pasal 32 ayat

(1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.

42 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan HAK Atas Tanah, (Surabaya: Kencana, 2014), him.249.
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2. Objek Pendaftaran Tanah

Objek Pendaftaran Tanah merupakan semua bidang tanah yang berada di
seluruh wilayah Republik Indonesia yang dapat dipunyai oleh seseorang atau badan
hukum.®® Di dalam UUPA obyek pendaftaran tanah atau dikenal dengan hak-hak
atas tanah menurut ketentuan yang ditetapkan UUPA Pasal 16 terdiri dari :

a. Hak milik,

b. Hak guna-usaha;

c. Hak guna-bangunan;

d. Hak sewa;

e. Hak membuka tanah;

f. Hak memungut-hasil hutan;

g. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang
akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya
sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.

Sedangkan Objek pendaftaran tanah di atur lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah lebih
memperluas obyek pendaftaran tanah, yaitu tidak hanya hak atas tanah, tetapi juga
hak-hak yang lain, yang menjadi obyek pendaftaran tanah meliputi:

a. Bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, Hak Guna Usaha, Hak

Guna Bangunan dan Hak Pakai;

b. Tanah Hak Pengelolaan;

43 S, Chandra, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah, (Universitas
Andalas : Pustaka Bangsa, 2006), him.17.
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c. Tanah Wakaf;

d. Hak milik atas satuan rumah susun;
e. Hak Tanggungan;

f. Tanah Negara.

Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai ada yang diberikan oleh Negara. Tetapi
dimungkinkan juga diberikan oleh pemegang Hak Milik atas tanah. Tetapi selama
belum ada pengaturan mengenai tatacara pembebanannya dan disediakan formulir
akta pemberiannya, sementara belum akan ada Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
diberikan oleh pemegang Hak Milik atas tanah. Maka yang kini merupakan obyek
pendaftaran tanah baru Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang diberikan oleh
Negara. Tanah Negara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah termasuk obyek yang didaftar.

Berbeda dengan obyek-obyek pendaftaran tanah yang lain, dalam hal tanah
Negara pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang
bersangkutan dalam daftar tanah. Untuk tanah Negara tidak disediakan buku tanah
dan karenanya juga tidak diterbitkan sertipikat. Obyek pendaftaran tanah yang lain
didaftar dengan membukukannya dalam peta pendaftaran dan buku tanah serta
menerbitkan sertipikat sebagai surat tanda bukti haknya.

Dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah dirumuskan, bahwa tanah Negara atau tanah yang dikuasai
langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas

tanah. Kiranya yang dimaksudkan sebagai obyek pendaftaran tanah bukan tanah
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Negara dalam arti yang luas, melainkan terbatas pada tanah Negara dalam arti yang
sempit.**
3. Tujuan Pendaftaran Tanah

Kegiatan pendaftaran tanah memiliki tujuan sebagaimana disampaikan dalam
UUPA Pasal 19 ayat (1) yakni "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah
diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Sebagai peraturan
pelaksana dari UUPA sejalan pernyataan tersebut tujuan pendaftaran tanah di dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 3 dijabarkan lebih luas yaitu :

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak
lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai
pemegang hak yang bersangkutan;

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan
termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang
tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, untuk
terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Menurut A.P. Parlindungan jika dikaitkan dengan tujuan pendaftaran tanah

sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

4 Ex. Sumarja, Hukum Pendaftaran Tanah, (Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung,
2010), him. 45
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tentang Pendaftaran Tanah maka dapat memperkaya ketentuan Pasal 19 UUPA,
karena :

a. Dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah, maka kepada pemiliknya
diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

b. Dengan Informasi pertanahan yang tersedia di Kantor Pertanahan maka
pemerintah akan mudah merencanakan pembangunan Negara yang
menyangkut tanah, bahkan bagi rakyat sendiri lebih mengetahui kondisi
peruntukan tanah dan kepemilikannya.

c. Dengan administrasi pertanahan yang baik akan terpelihara masa depan
pertanahan yang terencana.*®

Tujuan pendaftaran tanah merupakan sarana penting mewujudkan kepastian
hukum, penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modern merupakan
tugas Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi kepentingan rakyat dalam
rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan.*®
4. Asas-Asas Pendaftaran Tanah

Kata asas didalam bahasa Inggris disebut principle, yang memiliki hubungan
erat dengan kata principium (latin). Principium ialah permulaan, awal mula,
sumber, asal, pangkal, pokok, dasar, sebab.*” Asas merupakan fundamen yang
mendasari terjadinya sesuatu dan merupakan dasar dari suatu kegiatan, hal ini
berlaku pula pada pendaftaran tanah. Oleh karena itu, dalam pendaftaran tanah ini

terdapat asas yang harus menjadi patokan dasar dalam melakukan pendaftaran

% Ibid.

46 Boedi Harsono, Op.Cit, him. 72.

47 Syamsul Arifin, Falsafah Hukum Edisi Revisi, (Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat
Fakultas Hukum USU, 1992), him. 114
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tanah,*® Asas-asas pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang didalamnya memuat
beberapa asas pendaftaran tanah yaitu:
a. Asas Sederhana
Dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokok maupun prosedurnya dengan
mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama
para pemegang hak atas tanah.
b. Asas Aman
Dimaksudkan untuk menunjukan bahwa pendaftaran tanah perlu
diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat
memberikan jaminan kepastian hukm sesuai tujuan pendaftaran tanah itu
sendiri.
c. Asas Terjangkau
Dimaksudkan untuk keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan,
khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan
ekonomi lemah.
d. Asas Mutakhir
Dimaksudkan sebagai kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya
dan berkesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia
harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti

kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi

48 Supriadi, Hukum Agraria, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), him.164.
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pada kemudian hari sehingga data yang tersimpan di kantor pertanahan
selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan.

e. Asas terbuka

adalah melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah, bagi masyarakat
maupun pemerintah yang ingin memperoleh keterangan data fisik dan data
yuridis, akan dapat memperoleh data yang benar setiap saat di kantor
pertanahan.

5. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

Kegiatan pendaftaran tanah atau pendaftaran hak penguasaan atas tanah
berpedoman pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran
tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar
dengan kata lain pendaftaran tanah tersebut bersifat murni atau perdana.
Pendaftaran tanah dapat dilakukan secara sistematik dan sporadik.*

1) Pendaftaran Sistematik

Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk
pertama kali yang dilakukan secara serentak meliputi semua obyek pendaftaran
tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.

Pendaftaran tanah secara sistematik diselenggarakan atas prakarsa Pemerintah

berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta

49 Mhd. Yamin Lubis Dan Rahim Lubis, Op.Cit, hal. 415
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dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN.
2) Pendaftaran Sporadik

Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk
pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah
atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal dan seluruh
biaya dibebankan kepada pemohon. Pendaftaran tanah secara sporadik
dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak
atas obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya.

Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali, meliputi :*°

a) Pengumpulan dan pengolahan data fisik;

b) Pembuktian hak dan pembukuannya;

c) Penerbitan sertifikat;

d) Penyajian data fisik dan data yuridis;

e) Penyimpanan daftar umum dan dokumen.
b. Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah

Kegiatan pemelihaan data pendaftaran tanah sebagaimana yang termuat dalam
Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemeintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah, meliputi :

a. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;

b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

50 pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
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Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran
tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis pada obyek pendaftaran
tanah, dalam hal ini adalah peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur,
buku tanah dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.
Perubahan ini misalnya terjadi sebagai akibat beralihnya, dibebaninya atau
berubahanya nama pemegang hak yang telah didaftar, hapusnya atau
diperpanjangnya jangka waktu hak yang sudah berakhir, pemecahan, pemisahan,
dan penggabungan bidang tanah yang hak nya sudah didaftar. Agar data yang
tersedia di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan yang mutakhir, dalam
Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditentukan, bahwa
para pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan-perubahan
yang dimaksud kepada Kantor Pertanahan.>

Data yuridis dalam hal ini adalah keterangan mengenai status hukum bidang
tanah dan satuan rumah susun yang di daftar, pemegang haknya dan hak pihak lain
serta beban-beban lain yang membebaninya. Perubahan data yuridis dapat berupa:

a. Peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam
perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya;

b. Peralihan hak karena pewarisan;

c. Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau
koperasi;

d. Pembebanan hak tanggungan;

Sl Ketut oka setiawan, hukum pendaftaran tanah & hak tanggungan, sinar grafika :jakarta, 2019,
him. 58
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e. Peralihan hak tanggungan;

f. Hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah
susun, dan hak tanggungan;

g. Pembagian hak bersama;

h. Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau
penetapan ketua pengadilan;

i. Perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama;

j. Perpanjang jangka waktu hak atas tanah;

Perubahan fisik dapat berupa:

a. Pemecahan bidang tanah;

b. Pemisahan sebagian atau beberapa bagian dari bidang tanah;

c. Penggabungan dua atau lebih bidang tanah.

Peralihan atau pemindahan hak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan
memindahkan hak dari satu pihak ke pihak lain. Berbeda dengan dialihkannya suatu
hak, maka dengan dialihkannya suatu hak menunjukkan adanya suatu perbuatan
hukum yang disengaja dilakukan oleh satu pihak dengan maksud memindahkan hak
miliknya kepada orang lain. Dengan demikian pemindahannya hak milik tersebut
di ketahui atau diinginkan oleh pihak yang melakukan perjanjian peralihan hak atas
tanah.

Perbuatan hukum Peralihan Hak untuk memindahkan hak atas tanah yang
dimiliki kepada orang lain dapat dilakukan dengan cara:

a. Jual Beli.
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Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa jual
beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan
dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk
membayar harga yang telah dijanjikan.
b. Tukar-Menukar.

Pasal 1541 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa
tukar-menukar ialah suatu perjanjian, dengan mana kedua belah pihak
mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara
bertimbal-balik, sebagai gantinya suatu barang lain.

c. Pemasukkan dalam Perusahaan atau Inbreng.

d. Hibah.
e. Peralihan Hak karena Pewarisan.
Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang
hak yang bersangkutan meninggal dunia. Dengan demikian sejak saat itu,
para ahli waris menjadi pemegang hak yang baru. Pendaftaran peralihan hak
karena pewarisan wajib didaftarkan dalam rangka memberi perlindungan
hukum kepada para ahli waris dan demi tertibnya tata usaha pendaftaran
tanah serta akuratnya data yurisis dibidang tanah yang bersangkutan serta
agar data yang tersimpan serta disajikan selalu dalam keadaan mutakhir.
Pelaksanaan kegiatan peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah
susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan
perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali melalui lelang. Seperti yang

sudah dijelaskan dalam pengertian diatas, sesuai Pasal 37 Peraturan Pemerintah
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Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hanya dapat didaftarkan jika
dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang
berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.>

Namun dalam keadaan tertentu, kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan
pemindahan hak atas bidang tanah Hak Milik, yang dilakukan diantara perorangan
warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT
tetapi yang menurut kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya
dianggap cukup untuk didaftarkan. Pengecualian ini perlu diberikan dalam keadaan
tertentu untuk daerah-daerah terpencil yang belum ditunjuk adanya PPAT
sementara untuk kemudahan rakyat melaksanakan perbuatan hukum mengenai
tanah.

Akta yang dibuat oleh PPAT tersebut merupakan sumber data bagi
pemeliharaan data pendaftaran tanah, oleh karena itu sebagai Pejabat Pembuat Akta
Tanah, PPAT wajib memperhatikan syarat-syarat yang ada sehingga akta yang
dibuatnya dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat untuk pendaftaran peralihan dan
pembebanan hak yang bersangkutan, sekaligus dapat membuktikan telah terjadi
perbuatan hukum yang sah. Pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
diatur didalam Pasal 101 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, yaitu dikatakan bahwa pembuatannya harus dihadiri oleh para

pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau oleh orang yang

52 Urip sumoharjo, pendaftaran dan peralihan hak atas tanah, kencana : jakarta, 2010, him.299.
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dikuasakan dengan surat kuasa tertulis. Sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pembuatan Akta tersebut haruslah dihadiri oleh para pihak yang melakukan
perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang
saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum
itu sebagaimana dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
Ketentuan ini menjelaskan bahwa fungsi dan tanggung jawab PPAT sebagai
pelaksana pendaftaran tanah aktanya wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat
dijadikan dasar yang kuat untuk pedaftaran pemindahan hak dan pembebanan hak
yang bersangkutan. Oleh karena itu, PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa
syarat-syarat untuk sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan, dengan antara lain
mencocokan data yang terdapat dalam sertifikat dengan daftar-daftar di Kantor
Pertanahan.

Sebagaimana telah diketahui dari uraian mengenai Pasal 97 Peraturan Menteri
Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, PPAT diwajibkan mencocokan terlebih dahulu isi sertifikat hak
yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan sebelum
diperbolehkan membuat akta yang diperlukan. Ini sesuai asas mutakhir pendaftaran
sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2. Asas mutakhir menuntut
dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus berkesinambungan,

sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan



61

nyata dilapangan dan dimasyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data
yang benar setiap saat.

Untuk selanjutnya didaftarkan ke Kantor Pertanahan sesuai Pasal 40 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana bahwa
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang
bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-
dokumen yang bersangkutan kepada Kantor pertanahan untuk didaftar, dan setelah
terdaftar PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah
disampaikannya akta kepada para pihak yang bersangkutan.

Alur proses PPAT dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor
Pertanahan Kota Yogyakarta dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Permohonan validasi sertipikat tanah yang dilakukan oleh kantor
pertanahan;

2. Setelah tervalidasi dilanjutkan dengan pengajuan penelitian pajak
PBB di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota
Yogyakarta;

3. Pembayaran pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) di Kantor BPKAD Kota Yogyakarta, dan pembayaran
Pajak Penghasilan (PPh) melalui bank yang berkerjasama dengan
kantor pajak pratama yaitu BPD DIY;

4. Pengajuan validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB) di Kantor BPKAD Kota Yogyakarta;
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5. Pengajuan validasi PPh di Kantor Pajak Pratama Kota Yogyakarta
melalui online sistem;

6. Pengajuan Pengecekan melalui layanan mandiri badan pertanahan
nasional. Hasil pengecekan berlaku 7 (tujuh) hari setelah keluar.

Alur pengecekan melalui layanan elektronik.

Gambar 1.11

Alur Pengecekan Layanan Elektronik

I“m\ Pengecekan Layanan Elektronik I

Q-+ &2 <S> |
L =

Qo @
(Sumber: https://www.atrbpn.go.id/)

7. Pembuatan akta Jual beli oleh PPAT;

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari PPAT wajib mendaftarkan akta
tersebut dengan mengirimkan berkas melalui email pribadi PPAT
yang terdaftar;

9. Pengiriman berkas ke Kantor Pertanahan Nasional Kota
Yogyakarta;

10. Bukti pendaftaran yang didapatkan setelah pengiriman berkas di

tukar dengan SPS atau surat perintah stor atau pembayaran di kantor
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pertanahan setelah keluar slip SPS ditukar dengan BP atau bukti

pendaftaran baru guna selanjutnya menunggu sertipikat jadi.



ALUR PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH

SERTIPIKAT
TANAH

BADAN PERTANAHAN

PE@:agg;AN I NASIONAL KOTA
YOGYAKARTA

PENGAJUAN BK?SiEg::GDﬂ}? ASE'r:
PENELITIAN PAJAK |——»
paB) DAERAH
( (BPKAD)

PEMBAYARAN BEA PEMBAYARAN PAJAK
PEROLEHAN HAK ATAS PENGHASILAN
TANAH DAN BANGUNAN (PPh)
(BPHTB) melalui bank BPD DIY

PENGAJUAN VALIDASI

PENGAJUAN VALIDASI
(BPHTB) (PPH)
Ke Kantor KPP Pratama

Ke Kantor BPKAD (Online)

PENGECEKAN ONLINE
MELALUI LAYANAN MANDIRI
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
(BERLAKU 7 HARI SETELAH
DIKELUARKAN})

PEMBUATAN AKTA
JUAL BELI
(AJB)

r

DIDAFTARKAN KE KANTOR PERTANAHAN
NASIONAL
MELALUI EMAIL PRIBADI PPAT

PEMBAYARAN KE BADAN
PERTANAHAN NASIONAL

y

MENUNGGU SERTIPIKAT
JADI

Gambar 1.1 2 Alur Pendaftaran Hak Atas Tanah Oleh PPAT Kota Yogyakarta
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Gambar 1.1 3

Alur proses peralihan hak atas tanah dan hak milik atas rumah susun
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Sumber : www.atrbpn.go.id

PPAT harus mengikuti semua prosedur dan persyaratan-persyaratan yang telah
ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota
Yogyakarta guna pendaftaran peralihan hak atas tanah dan juga dalam pendaftaran
akta peralihan hak atas tanah harus dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang
telah ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu: “Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib
menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan
kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar”.

Dengan begitu PPAT dituntut tepat waktu dalam melakukan pendaftaran

pealihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan, didalam Peraturan Menteri Negara

Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang
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Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah Pasal 40 Ayat (1) menyebutkan bahwa PPAT wajib
menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk
keperluan pendaftaran peralihan hak yang bersangkutan kepada kantor pertanahan,
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya akta yang
bersangkutan dan PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai
telah disampaikannya akta kepada para pihak yang bersangkutan.

Batasan waktu tersebut tidak dapat dilanggar karena ketentuan tersebut adalah
ketentuan yang memiliki kedudukan sebagai dwingend recht, ketentuan undang-
undang yang bersifat memaksa tanpa ada perkenan guna menyimpanginya dan

harus berlaku.%?

C. Kebijakan BPN Terkait Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Di Masa
Pandemi Covid-19

Diawal tahun 2020, dunia sedang diguncang oleh pandemi hebat bernama
Covid-19 atau Corona Virus Disease (Covid-19). Corona Virus Disease 2019 ini
awal penyebarannya terjadi dikota Wuhan China pada penghujung tahun 2019.
Virus ini menyebar dengan sangat cepat sehingga hampir semua negara melaporkan
penemuan kasus Covid-19, di Indonesia sendiri kasus pertamanya terjadi diawal
bulan Maret 2020, virus tersebut merupakan salah satu penyakit menular yang
disebabkan oleh virus yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernafasan

akut atau parah virus corona 2 (SARSCoV-2).>* Coronavirus Disease ialah jenis

%3 Moch. Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, Revka Petra Media, 2014, him. 24.
> Lina Sayekti, Dalam Menghadapi Pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat
kerja, (ILO, 2020), hal. 7
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penyakit yang belum teridentifikasi sebelumnya oleh manusia, virus ini dapat
menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat yang sering terjadi seperti
kontak badan dan lainnya, orang yang memiliki resiko tinggi tertular penyakit ini
ialah orang yang melakukan kontak erat dan orang dengan penyakit bawaan
sehingga sangat rentan terhadap paparan virus Covid-19.

Virus Covid-19 merupakan virus yang umumnya terdapat pada hewan dan
dapat menyebabkan penyakit hewan ataupun manusia, orang yang sudah terinfeksi
virus ini maka akan dengan mudah menyebarkan pada orang lainnya, penyakit ini
merupakan infeksi yang terjadi pada pernafasan mulai dari flu biasa hingga
penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS) dan
Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS).

Akibat dari adanya virus corona atau Covid-19 tersebut, Pemerintah Indonesia
bergerak cepat dengan membuat kebijakan yang bertujuan untuk mencegah
penyebaran Covid-19 agar tidak semakin meluas, Pemerintah Republik Indonesia
merespon kejadian ini dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease
2019 (COVID19), menetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) sebagai
jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Selain itu Presiden juga telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12
Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus

Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional yang menyatakan bahwa

%5 Yuliana, Corona Virus Diseases(Covid-19), (Lampung, Fakultas Kedokteran Universitas, 2020),
him. 190.
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penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Gubernur, Bupati, dan Walikota
sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) di daerah dan dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing
harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

Dengan adanya kebijakan atau peraturan tersebut pemerintah menghimbau
agar masyarakat untuk melakukan Social Distancing, Pysichal Distancing dan
pembatasan dalam bersosial serta ketika sedang melakukan interaksi komunikasi
harus menggunakan jaga jarak aman, yaitu dengan jarak satu meter®®.

Langkah antisipasti dengan pembatasan bersosial ataupun jaga jarak
merupakan tindakan yang wajib dilakukan guna pencegahan penyebaran
Coronavirus Disease (Covid-19). Dengan hal ini diharapkan dapat meminimalisir
penyebaran dan penambahan angka jumlah kematian. Tindakan ini disertai dengan
selalu menjaga kebersihan dengan membiasakan mencuci tangan dengan air
mengalir agar dapat meminimalisir dampak atau persebaran virus Covid-19.

Seiring bertambahnya kasus lonjakan penyebaran Covid-19 pemerintah
membuat serangkain kebijakan atau peraturan untuk menanganinya. Seperti
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala
Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19), Kementerian Kesehatan turut mengeluarkan kebijakan terkait pandemi, yakni

5 Ali Nurdin, “Social Distancing, Physical Distancing Menghilangkan Tradisi Komunikasi Umat”,
(Surabaya: 1lmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2019), him. 4.
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dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pandemi Covid-19 mengakibatkan kendala diberbagai macam sektor, misalnya
sektor pelayanan publik. Karena mengikuti peraturan pemerintah sebagaimana
sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja
Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di
Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagai upaya untuk mencegah dan
meminimalisir penyebaran, serta mengurangi resiko terpapar Covid-19 di
lingkungan Instansi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat luas pada
umumnya.

Dengan adanya peraturan diatas dan juga kebijakan dari pemerintah untuk
social distancing, pysichal distancing, work from home dan work from office serta
pembatasan dalam bersosial, berdampak juga terhadap pelayanan yang terjadi di
Kantor Badan Pertanahan Nasional. Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Edaran Menteri ATR/BPN No : 2/SE-
100.TU.03/111/2020 Tertanggal: 16 Maret 2020 mengenai Tindak Lanjut Upaya
Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Kementrian ATR/BPN. Yang
bertujuan untuk memberikan perlindungan atas kesehatan dan juga keselamatan

bagi pegawai terhadap kemungkinan terjadinya penyebaran Covid-19.



70

Dimana Surat Edaran itu menetapkan penyelarasan, penyesuaian mekanisme
kerja serta pelaksanaan aktivitas dan perjalanan dinas ketika waktu tanggap darurat
berjalan. Surat Edaran tersebut menyatakan :

a. Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dapat menjalankan tugas kedinasan
dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (Work From Home);

b. Kantor yang memiliki fungsi pelayanan untuk tetap melaksanakan
pelayanan secara online, sedangkan untuk pelayanan konvensional (yang
memerlukan interaksi tatap muka) dibatasi kecuali urgent;

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional, Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor
Pertanahan, diminta untuk mengatur sistem kerja yang akuntabel dan
mengatur secara selektif pejabat/pegawai di lingkungan unit kerjanya yang
dapat bekerja di kantor dan/atau rumah (Work From Home) melalui
pembagian kehadiran secara proporsional dan melaporkan kepada
Sekretaris Jenderal dengan mempertimbangkan, antara lain:

1) Jenis pekerjaan yang dilakukan pegawai;

2) Peta sebaran COVID-19 yang dikeluarkan Pemerintah Pusat
maupun. Pemerintah Daerah;

3) Domisili pegawai;

4) Kondisi kesehatan pegawai;
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5) Kondisi kesehatan anggota keluarga pegawai (dalam status
pemantauan/diduga/dalam pengawasan/terkonfirmasi terjangkit
COVID-19);

6) Riwayat perjalanan luar negeri pegawai dalam 14 (empat belas) hari
kalender terakhir;

7) Riwayat interaksi pegawai pada penderita terkonfirmasi COVID-19
dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir;

8) Efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit kerja.

Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di
rumah/tempat tinggalnya (Work From Home), harus berada dalam tempat
tinggalnya masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak, seperti
misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan, ataupun
keselamatan, dan harus melaporkannya kepada atasan langsung;

Mulai tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan batas waktu yang akan
ditentukan kemudian, kepada Unit Kerja agar menggunakan absensi manual
di lingkungan unit kerja masingmasing;

Jam kerja pegawai selama masa penanganan penyebaran Covid-19 adalah:
Jam masuk : 09.00 Jam Pulang : 16.00 Waktu setempat;

Dalam hal terdapat rapat/pertemuan penting yang harus dihadiri, Aparatur
Sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat
tinggalnya (Work From Home) dapat mengikuti rapat tersebut melalui
sarana teleconference dan/atau video conference dengan memanfaatkan

sistem informasi dan komunikasi ataupun media elektronik;
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h. Pemerintah tetap memberikan tunjangan kinerja bagi Aparatur Sipil Negara
yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat
tinggalnya (Work From Home);

i. Pelaksanaan tugas kedinasan di tempat tinggal sebagaimana dimaksud,
dilakukan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih
lanjut, sesuai dengan kebutuhan;

J.  Setelah berakhirnya masa berlaku sistem kerja ini, Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional akan melakukan evaluasi atas
efektivitas pelaksanaannya dan melaporkan kepada Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dengan adanya peraturan tersebut mengakibatkan pelayanan di Kantor
Pertanahan dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta menjadi terhambat
tidak berjalan maksimal karena terbatasnya pegawai yang ada karena mengikuti
anjuran pemerintah untuk bekerja dari rumah atau work from home guna memutus
rantai penyebaran Covid-19.

Dengan banyaknya kasus penyebaran Covid-19 di lingkungan Kantor
Pertanahan Kota Yogyakarta, menurut Kepala Seksi Il Penetapan Hak dan
Pendaftaran Kantor Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta, Kantor Pertanahan
mengambil langkah kebijakan dengan menutup sementara pelayanan pendaftaran
peralihan hak atas tanah pada bulan Maret hingga bulan Juni 2020, selanjutnya pada
bulan Juni hingga Juli pelayanan di buka dengan menggunakan sistem terjadwal
dengan pembagian waktu sebagaimana 1 (satu) orang PPAT mendapat jadwal 1

(satu) hari dalam 1 (satu) minggu dan terbatas hanya boleh mengirimkan 2 (dua)
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berkas, namun pada bulan Juli hingga September pelayanan ditutup kembali karena
banyaknya pegawai Kantor Pertanahan yang tertular Covid-19. Pada tanggal 23
September 2020 sampai Desember mulai buka kembali pelayanan dengan sistem
terjadwal sampai pada bulan Januari 2021 pelayanan sudah seperti biasa namun
dalam pendaftaran berkas dibatasi hanya sampai pukul 12.00 (dua belas) siang.

Dalam kondisi pandemi Covid-19 guna mencegah dan memutus rantai
penyebaran kantor pertanahan kota yogakarta memberlakukan peraturan dalam hal
pendaftaran berkas ke kantor pertanahan yaitu:

1. Dalam kondisi pandemi Covid-19 Kantor Pertanahan membatasi pertemuan
langsung dengan pengunjung;

2. Dalam penerapan WFH (work from home) Kantor Pertanahan tetap masuk
dengan sistem berganti antar pegawai namun dalam hal ini tidak menerima
berkas dari PPAT;

3. Dalam penerimaan berkas yang akan didaftarkan harus mengikuti prosedur
yang diterapkan yaitu dengan dimasukan dalam plastik dan diserahkan ke
pihak yang bertugas untuk penerimaan berkas;

4. Dalam kondisi pandemi Covid-19 Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
memberlakukan penjadwalan pendaftaran berkas PPAT setiap PPAT
diberikan waktu 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu dan 1 (satu) PPAT
hanya bisa mendaftarkan 2 (dua) berkas dengan protokol penyerahan yang
dianjurkan oleh kantor pertanahan kota yogyakarta.

Dengan adanya kebijakan dari Kantor Pertanahan tersebut dampaknya sangat

dirasakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT, sebagai pejabat umum dan juga
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dengan adanya peraturan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19), Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun
2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2,
dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.

Dengan peraturan-peraturan, kebijakan dan arahan tersebut menimbulkan
berbagai macam kendala salah satunya mengakibatkan pelayanan menjadi
terhambat sedangkan dalam pembuatan akta PPAT, harus dihadiri oleh para pihak
yang melakukan perbuatan hukum, sedangkan dengan adanya peraturan
pembatasan bersosial dan juga pemberlakuan pembatasan kegiatan di masyarakat
mengakibatkan terbatasnya ruang untuk bertemu bertatap muka secara langsung
dan sulitnya untuk berpergian dengan begitu berdampak pada proses pembuatan
dan pendaftaran akta yang dibuat oleh PPAT. Jam kerja pelayanan PPAT di masa
pandemi Covid-2019 berkurang 2 hingga 4 jam setiap hari kerja. Dan untuk
kegiatan diluar atau dilapangan seminimal mungkin agar bisa dikerjakan secara
daring apabila memang harus benar-benar dilakukan diluar atau lapangan harus
tetap menaati anjuran pemerintah dalam protokol kesehatan.

Saat pandemi Covid-2019 perbuatan hukum dalam hal ini penerbitan akta yang
memerlukan surat pernyataan dan/atau perjanjian dapat dibagi menjadi dua
kelompok, yaitu yang dapat ditunda dan yang tidak dapat ditunda. Untuk Akta
Peralihan Hak Atas Tanah menurut Surat Edaran yang dikeluarkan Pengurus Pusat

Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) melalui Surat Edaran Nomor 67/35-111/PP-
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IN1/2020, bagian kelompok kedua, yaitu akta-akta yang tidak dapat ditunda sebagai
berikut:

a. Akta-akta pertanahan. Selain karena adanya ketentuan bahwa PPAT dalam
waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal
ditandatanganinya akta yang bersangkutan, wajib menyampaikan akta yang
dibuatnya kepada Kantor Pertanahan untuk didaftarkan (Pasal 40 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan
Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19
(PMK 9/2020) juga harus diperhatikan. Pasal 13 ayat (1) dan (3) PMK
9/2020 mengatur mengenai peliburan sekolah dan kantor yang
mengecualikam kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan
terkait, salah satunya adalah layanan pertanahan. Dikecualikannya kantor
layanan pertanahan dari peliburan tentunya mempengaruhi ketersediaan
layanan kantor PPAT.

Kondisi ini sangat menyulitkan bagi PPAT dalam pelaksanaan pelayanan
pendaftaran peralihan hak atas tanah, disisi lain PPAT harus mengikuti aturan dan
persyaratan akan pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota
Yogyakarta, dan juga PPAT berkewajiban untuk pendaftaran peralihan hak atas
tanah sesuai dengan peraturan yang ada, sebagaimana sesuai dengan Pasal 40 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu
Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang

bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-
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dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar, dan PPAT

wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta

kepada para pihak yang bersangkutan.

Dengan begitu sering kali PPAT terlambat mendaftarkan peralihan hak atas

tanah, karena berbagai macam kendala, sehingga syarat yang disyaratkan oleh

Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tidak dapat terpenuhi, seperti :

1.

Kelengkapan dokumen validasi bukti setor pembayaran pajak atas
pengalihan hak atas tanah berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh);

Habisnya masa berlaku pengecekan berkas yang hanya berlaku selama
7 (tujuh) hari;

Kurang lengkapnya dokumen-dokumen para pihak;

Pembatasan sosial yang berlaku dimasyarakat yang menyebabkan
terlambatnya penandatanganan akta oleh para pihak karena berada
diluar daerah, dan;

Terbatasnya waktu pelayanan Badan Pertanahan Nasonal disaat
pandemi Covid-19 dan jadwal pendaftaran berkas yang diberikan oleh

Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.



BAB Il

AKIBAT HUKUM TERHADAP PPAT DALAM HAL TERJADINYA
KETERLAMBATAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH
DI MASA PANDEMI COVID-19

A. Keterlambatan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Serta Akibat
Hukum Terhadap Para Pihak

Dalam bidang pertanahan terdapat kegiatan pendaftaran tanah, guna memberi
kepastian hukum pada pemegang hak atas tanah, satuan rumah susun atau dalam
peralihan hak lainnya, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai
pemegang hak yang bersangkutan. Untuk penyelenggaraan pendaftaran tanah ini
sesuai Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah, menyebutkan dengan tegas bahwa dalam melaksanakan tugas pendaftaran
tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT). Kepala Kantor Pertanahan membutuhkan bantuan dari pejabat lain
dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam penyediaan akta
tanah, agar dapat lebih mudah dalam melakukan pendaftaran tanah khususnya
dalam proses peralihan hak atas tanah. Karena tidak sedikit orang yang memiliki
tanah atau pemegang hak atas tanah ingin mendaftarkan tanahnya guna mendapat
kepastian hukum atas tanahnya. Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki tugas untuk
membuat akta yang bersifat otentik yakni sangat diakui keabsahannya.

Sebagaimana sesuai Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, menerangkan bahwa Pejabat

Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi

77
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kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu
mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.

Akta PPAT adalah yang secara konkrit dan kontan berlaku sebagai bukti telah
dilakukannya suatu perbuatan hukum berpindahnya hak yang memenuhi syarat
untuk didaftarkan dalam administrasi pendaftaran tanah sehingga memenuhi syarat
publisitas. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai apa yang
diberitahukan kepada PPAT Namun PPAT mempunyai kewajiban untuk
memastikan bahwa apa yang termuat dalam Akta PPAT tersebut telah dimengerti
dan sesuai kehendak para pihak, yakni dengan cara membacakan Akta tersebut
sehingga menjadi jelas isi didalam Akta PPAT tersebut dengan demikian, para
pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi
Akta PPAT yang akan ditandatanganinya. Dalam Pasal 1867 Burgerlijk Wetboek
(selanjutnya disebut sebagai BW) disebutkan ada istilah Akta Otentik, dan Pasal
1868 BW memberikan batasan secara unsur yang dimaksud dengan akta otentik
yaitu, akta itu harus dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan) seorang
pejabat umum, akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-
undang dan akta tersebut dibuat di tempat kewenangan dari pejabat umum
tersebut.®’

Peralihan atau pemindahan hak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan
memindahkan hak dari satu pihak ke pihak lain. Berbeda halnya dengan
dialihkannya suatu hak, maka dengan dialihkannya suatu hak menunjukkan adanya

suatu perbuatan hukum yang disengaja dilakukan oleh satu pihak dengan maksud

57 Habib, Adjie, Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2011, him 5
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memindahkan hak miliknya kepada orang lain. Dengan demikian pemindahannya
hak milik tersebut di ketahui atau diinginkan oleh pihak yang melakukan perjanjian
peralihan hak atas tanah.

Hal ini berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut dengan UUPA,
menentukan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Kata
beralih mempunyai arti bahwa hak milik dapat beralih kepada pihak lain karena
adanya peristiwa hukum. Apabila terjadi peristiwa hukum yaitu dengan
meninggalnya pemegang hak maka hak milik akan beralih dari pemegang hak ke
ahli warisnya, sehingga ahli waris diwajibkan melakukan pendaftaran peralihan hak
karena pewarisan tanah. Adapun kata dialihkan mempunyai arti bahwa hak milik
dapat dialihkan karena adanya perbuatan hukum, misalnya jual-beli, tukar-
menukar, hibah, inbreng, kepada pihak lain.

Pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan
bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual
beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum
pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat
didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut yang diatur di dalam
Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah dinyatakan bahwa:

“(1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya
akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya
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berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan
untuk didaftar;

(2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah
disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak
yang bersangkutan.”

Didalam pasal tersebut diatas PPAT wajib menyampaikan akta yang
dibuatkannya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor
Pertanahan untuk didaftarkan. Karena proses peralihan hak atas tanah yang telah
dilakukan oleh para pihak baru dapat dilakukan proses pencatatan perubahan
kepemilikan pemegang hak atas tanahnya dalam sertipikat dan buku tanah apabila
telah didaftarkan akta peralihan haknya, memenuhi syarat-syarat yang telah
ditentukan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Di Wilayah Kota Yogyakarta Terdapat 71 orang Pejabat Pembuat Akta Tanah
namun kenyataannya dalam prakteknya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di
Kota Yogyakarta sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk pembuatan
akta peralihan hak atas tanah, terjadi keterlambatan dalam proses pendaftaran yang
melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari, setelah akta itu ditandatangani oleh para pihak,
saksi dan pejabat pembuat akta tanah. Adanya keterlambatan peralihan hak atas
tanah di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta disebabkan adanya persyaratan
peralihan hak atas tanah tersebut belum lengkap dan ditambah dengan Pandemi

Covid-19 yang terjadi di Indonesia yang menyebabkan semua pelayanan publik

menjadi terhambat, adanya pembatasan bersosial dan pembatasan kegiatan
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masyarakat menyebabkan semua pelayanan menjadi tidak maksimal seperti
keadaan normal sehingga akan lebih membutuhkan waktu yang relatif lama.
Sehingga keterlambatan pendaftaran peralihan hak atas tanahpun tidak bisa di
hindari oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Ketidak sesuaian jangka waktu
pendaftaran peralihan hak atas tanah yang telah ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga
sering menimbulkan permasalahan-permasalahan di bidang pertanahan.
Keterlambatan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah akan menyebabkan Akibat
Hukum Terhadap Para Pihak, akibat hukum timbul karena adanya perbuatan yang
melanggar hukum dalam melaksanakan tugas jabatannya, sehingga menyebabkan
kerugian para pihak yang meminta jasa pelayanannya dan tidak dilakukan secara

maksimal sesuai peraturan yang berlaku.

B. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh PPAT Apabila Telah Menjalankan
Kewajiban Sesuai Aturan Perundang-Undangan Dalam Pendaftaran
Peralihan Hak Atas Tanah.

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT
wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang
bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar, dan PPAT wajib
menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta kepada
para pihak yang bersangkutan.

Dari kewajiban PPAT tersebut di atas, menjadi tanggung jawab dari PPAT itu

sendiri untuk menyampaikan akta dan dokumen-dokumen tersebut kepada Kantor
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Pertanahan, agar dapat segera dilaksanakan proses pendaftarannya. Dalam pasal
tersebut menyatakan, bahwa kewajiban yang juga menjadi tanggung jawab PPAT
itu hanya terbatas pada penyampaian akta yang bersangkutan berikut dokumen atau
berkas-berkasnya kepada Kantor Pertanahan. Pendaftaran kegiatan selanjutnya
serta penerimaan sertifikatnya menjadi urusan pihak yang berkepentingan sendiri.

Namun kenyataannya PPAT bertanggung jawab tidak hanya sampai pada
penyampaian akta saja, namun terlebih sampai sertifikat tersebut terbit sehingga
pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut tinggal menunggu dan menerima
sertifikat tanah yang sudah jadi saja dari PPAT. Hal ini dilakukan dikarenakan
pemegang hak tidak mau mengurus ke Kantor Pertanahan Nasional, dan lebih
memilih untuk meminta bantuan PPAT untuk mengurus segala keperluan
pendaftaran peralihan hak atas tanah sampai proses selesai.

Dalam ketentuannya setelah penandatanganan akta oleh pihak yang
bersangkutan, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari PPAT wajib
menyampaikan akta dan dokumen-dokumen tersebut ke Kantor Pertanahan, Namun
ketentuan tersebut bisa terjadi kemungkinan PPAT tidak menyampaikan akta dan
dokumen tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yakni dalam waktu
setelah 7 hari sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan. Seperti apa
yang kita ketahui pada awal tahun 2020 Indonesia dilanda wabah Pandemi Covid-
19 yang menyebabkan semua aktivitas pelayanan publik dan mobilitas manusia
menjadi terhambat, sehingga PPAT mengalami kesulitan untuk menyerahkan akta
dan dokumen-dokumen tersebut dari waktu yang telah ditentukan, dikarenakan

berbagai alasan yang dikemukakan diwaktu pandemi Covid-19.



83

Di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Pasal 103 Ayat (1) PPAT wajib menyampaikan
akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan
pendaftaran peralihan hak yang bersangkutan kepada kantor pertanahan, selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya akta yang bersangkutan.
Ayat (7) Pendaftaran Peralihan hak karena pemindahan hak yang dibuktikan
dengan akta PPAT harus juga dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan sesuai
ketentuan yang berlaku walaupun penyampaian akta PPAT melewati batas waktu 7
(tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat (8) Dalam hal sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) kepada PPAT yang bersangkutan diberitahukan tentang
pelanggaran ketentuan batas waktu penyerahan akta tersebut.

Dengan adanya peraturan tersebut akibat hukum lewatnya batas waktu
pendaftaran peralihan hak atas tanah yang terjadi akibat keterlambatan atau
lewatnya batas waktu pendaftaran peralihan hak atas tanah, menurut PPAT Kota
Yogyakarta sama sekali tidak mengurangi ataupun mempengaruhi keabsahan Akta
yang dibuat PPAT. Namun dalam praktiknya apabila PPAT terlambat
mendaftarkan akta yang dibuatnya ke Kantor Pertanahan, Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) dapat menganulirnya dengan menggunakan surat pernyataan
keterlambatan akta yang ditandatangani oleh PPAT dan ditujukan kepada Kepala
Kantor Pertanahan, yang berisikan alasan-alasan terjadinya keterlambatan yang
dapat diterima oleh Kantor Pertanahan dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota

Yogyakarta.
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Namun dalam hal ini Akta yang seharusnya didaftarkan dalam waktu selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya akta kemudian terlambat dan
dianulir dengan suatu Surat Pernyataan keterlambatan dan menganggap bahwa
surat keterlambatan sebagai alasan keterlambatan akta sehingga menghapus cacat
administrasi akta menjadi salah satu bentuk pelanggaran kode etik oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah, namun dengan begitu akta tersebut bisa dapat diproses sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

C. Akibat dan Perlindungan Hukum Terhadap PPAT Sebagai Akibat
Terkendalanya Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Di Masa Pandemi
Covid-19

Keterlambambatan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah di masa pandemi
Covid-19 sering kali tidak bisa dihindari oleh PPAT, sehingga menjadi tidak sesuai
atau menyimpang dari waktu yang telah ditentukan. Sesuai dengan pasal 40 ayat 1
Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang
menyebutkan bahwa : “Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal
ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang
dibuatnya berikut dokumen-dokumen vyang bersangkutan kepada Kantor
Pertanahan untuk didaftar”.

PPAT sebenarnya mengetahui bahwa terdapat konsekuensi yang serius
terhadap apa yang mereka lakukan dalam hal pendaftaran hak atas tanah yang tidak
sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, akan tetapi dengan adanya
pandemi Covid-19 menyebabkan semua pelayanan terutama Pelayanan Publik
menjadi terhambat karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

(PPKM) serta Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) guna menekan angka
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penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia, adanya pembatasan bersosial
dimasyarakat mengharuskan semua pelayanan di kantor-kantor pelayanan publik
terutama dan Kantor PPAT mengurangi pelayanan tatap muka, karena sesuai
kebijakan pemerintahan untuk melakukan kerja dari rumah atau (work from home).

Keterlambatan pendaftaran peralihan hak atas tanah pun tidak bisa terelakan
dengan begitu PPAT harus menerima konsekuensi dari keterlambatan pendaftaran
peralihan hak atas tanah tersebut dari Kantor Pertanahan Nasional, sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 40 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa : “selambat-lambatnya 7 hari
kerja sejak di tanda tanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib
menyampaikan akta yang dibuatkan nya berikut dokumen-dokumen yang
bersangkutan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk didaftar”.

Terhadap PPAT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
pasal tersebut dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa:

“PPAT yang dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan-ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 serta ketentuan dan
petunjuk yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dikenakan
tindakan administratif berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari
jabatannya sebagai PPAT, dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti
kerugian oleh pihak-pihak yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh
diabaikannya ketentuan-ketentuan tersebut”.

Menurut keterangan Kepala Seksi Il Penetapan Hak dan Pendaftaran, Kantor
Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta, dengan diabaikannya ketentuan-ketentuan

yang ada dalam peraturan tersebut secara otomatis mengakibatkan sanksi yang

terdapat diterima oleh PPAT sesuai Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 24
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Tahun 1997, atas pelanggaran Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Pemerintah 24 Tahun

1997 dapat dikategorikan sebagai sanksi administratif, sanksi ini merupakan sanksi

terhadap PPAT yang berkaitan dengan ketentuan jangka waktu pendaftaran akta

yang harus dilakukan oleh PPAT. Dengan begitu Kantor Pertanahan dalam hal ini

Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta akan mengirimkan surat teguran terkait

keterlambatan pendaftaran hak atas tanah yang melebihi batas waktu kepada PPAT.

(surat teguran oleh BPN di lampiran 1).%®

Secara garis besar sanksi administratif dapat dibedakan menjadi 3 macam,

yaitu:

1.

Sanksi repretatif

Sanksi ini ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum,
dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan
sikap/tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan,
tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan.
Contohnya paksaan untuk berbuat sesuatu untuk pemerintah dan

pembayaran uang paksa yang ditentukan sebagai hukuman.

. Sanksi punitif

Sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan, sanksi
hukuman tergolong dalam pembalasan, dan tindakan preventif yang
menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk
pelanggar-pelanggar lainnya. Contohnya, pembayaran denda kepada

pemerintah, teguran keras.

%8 Kantor ATR/BPN Kota Yogyakarta
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3. Sanksi regresif
Sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu
yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada
keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Contohnya,
pencabutan, perubahan atau penangguhan suatu keputusan.®®

Sanksi-sanksi yang terdapat dalam pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tersebut berlakunya berjenjang mulai dari peringatan atau teguran
secara tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Penjatuhan
sanksi-sanksi tersebut dilakukan hanya apabila PPAT terbukti melanggar ketentuan
pasal-pasal tertentu. Pendaftaran akta peralihan hak atas tanah yang tidak sesuai
dengan jangka waktu yang telah diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) Peraturan
Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah tidak mengakibatkan
perbuatan hukum peralihan hak atas tanah yang telah dilakukan oleh para pihak
berdasarkan akta peralihan hak atas tanah tersebut batal, karena akta peralihan hak
atas tanah tersebut merupakan suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna.

Dengan begitu implikasi hukum yang ditimbulkan dari tidak dilaksanakannya
pendaftaran akta peralihan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur
dalam Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah pada Kantor Pertanahan.

a. Tidak dapat terselenggaranya Sapta Tertib Pertanahan Khususnya

Tertib Administrasi.

%9 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2008), him 212
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Karena dengan tidak didaftarkan nya akta peralihan hak atas tanah
sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 40 ayat
(1) Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 mengakibatkan
Pelayanan Pemeliharaan Data dan Pendaftaran Tanah melalui Peralihan
Hak Atas Tanah tidak dapat dilaksankaan sesuai dengan perbuatan
hukum yang telah dilakukan oleh para pihak, sehingga mengakibatkan
perubahan nama pemegang hak atas tanah tidak dapat dilakukan.

b. Tidak dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap
para pihak atas perbuatan hukum yang dilakukannya.

Namun ditengah kondisi pandemi Covid-19 Kantor Pertanahan dalam hal ini
Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta memaklumi hal itu, karena kejadian itu
bukanlah karena kesenggajaan PPAT, Pandemi Covid-19 ditetapkan sebagai
bencana non alam, bencana adalah sebuah kejadian luar biasa yang menyebabkan
orang tidak mampu memenuhi prestasinya karena peristiwa yang di luar
kemampuannya atau biasa disebut sebagai Force majeure. Kondisi tersebut sangat
mengganggu aktivitas masyarakat dan terutama pelayanan publik diberbagai
sektor, sehingga Kantor Pertanahan pun memaklumi jika ada keterlambatan
pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan tidak mengirimkan surat peringatan
keterlambatan kepada PPAT.

Namun menurut Kepala Seksi Pendaftaran dan Peralihan Hak Kantor
Pertanahan Kota Yogyakarta, bahwa sampai sejauh ini sanksi administratif yang
pernah diberikan hanyalah teguran lisan dan teguran tertulis saja, untuk

pemberhentian sementara dari jabatan dan pemberhentian jabatan belum di tindak
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secara tegas oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. Akibat tidak
didaftarkannya akta peralihan hak atas tanah sesuai dengan jangka waktu yang telah
ditentukan, maka proses perubahan kepemilikan hak atas tanah tidak dapat
dilakukan, sehingga dalam administrasi pertanahan atau pencatatan dalam buku
tanah dianggap tidak pernah terjadi suatu perbuatan hukum apapun antara para
pihak, sehingga tidak dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum
terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak. Pengenaan sanksi
tersebut dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh pihak
yang menderita kerugian diakibatkan diabaikannya ketentuan Pasal 40 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tersebut.

Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai manusia biasa secara kodrati dapat
melakukan kesalahan-kesalahan baik yang bersifat pribadi maupun yang
menyangkut profesionalitas kerja. Perlindungan hukum terhadap PPAT tidak dapat
dipisahkan dari konsep perlindungan hukum pada umumnya. Berdasarkan konsepsi
tersebut sebagai kerangka pikir dengan mendasarkan pada Pancasila, prinsip
perlindungan hukum di Indonesia adalah pengakuan dan perlindungan terhadap
harkat dan martabat manusia yang bersumber pada prinsip negara hukum yang
berlandaskan Pancasila.

Namun dalam hal ini ketentuan mengenai perlindungan hukum Pejabat
Pembuat Akta Tanah tidak diatur secara normatif dalam Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (atau disebut PJPPAT), Ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang PJPPAT, maupun dalam Perka BPN

Nomor 1 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Perka BPN Nomor 23
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Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perka BPN Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang dirubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang PJPPAT. sebagai
ketentuan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tidak ada pengaturan tentang
perlindungan hukum bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah itu sendiri, dalam peraturan
terkait ke-PPAT-an lainnya pun tidak diatur, maka perlu adanya dasar hukum
mengenai hal itu, karena Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai peranan yang
cukup besar dalam membantu tugas pemerintah khususnya di bidang pertanahan.
Sebagaimana yang telah dijelaskan PPAT adalah pejabat umum mempunyai
kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu
mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas satuan Rumah Susun.
1. Akibat Hukum Bagi Penjual dan Pembeli

Sebagaimana ketentuan pendaftaran peralihan hak atas tanah menurut Pasal 36
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana
salah satu peralihan hak yang wajib didaftarkan adalah peralihan hak atas tanah
karena jual-beli, adanya pengaturan atau hak milik atas tanah bertujuan agar
masing-masing pihak yang menguasai paham hak dan kewajiban dari kepemilikan
tanah. Peralihan hak atas tanah melalui jual beli mengandung pengertian yaitu
perbuatan hukum pemindahan hak selama-lamanya dari si penjual kepada pembeli
dan pembayaran harga baik selurunya maupun sebagian dari pembeli dilakukan
dengan syarat terang dan tunai. Syarat terang berarti bahwa perjanjian jual beli
tersebut harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang membuat Akta Jual

Belinya yaitu PPAT dan disaksikan oleh dua orang saksi. Syarat tunai berarti
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adanya dua perbuatan yang dilakukan secara bersamaan yaitu pemindahan hak dari
si penjual kepada si pembeli dan pembayaran harga baik sebagian maupun
seluruhnya dari pembeli kepada penjual. Pembayaran harga jual beli bisa
dibayarkan seluruhnya maupun sebagian.

Konsekuensi dari syarat terang dan tunai mengakibatkan jual beli tanah tidak
dapat dibatalkan, karena jual beli tanah bukan merupakan suatu perjanjian,
melainkan perbuatan hukum pemindahan penguasaan yuridis atas tanahnya yang
terjadi secara langsung dan riil. Apabila baru dibayar sebagian harganya tidak
mempengaruhi selesainya perbuatan jual beli karena telah memenuhi syarat tunai,
sedangkan terhadap sisa harganya yang belum dibayar dianggap sebagai utang-
piutang diluar perbuatan hukum jual beli tanah.

Untuk memperoleh surat bukti yang kuat dan luas daya pembuktiannya,
perbuatan hukum peralihan hak harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk
dicatatkan pada buku tanah dan sertifikat yang bersangkutan. Dengan dicatatkan
peralihan hak pada sertipikatnya, diperoleh surat tanda bukti yang kuat. Pengertian
sertifikat menurut pasal 1 angka 20 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997,
adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf
¢ UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan
rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam
buku tanah yang bersangkutan.

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di

dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang
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ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Dengan terjadinya
keterlambatan pendaftaran peralihan hak atas tanah yang dilakukan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) ke Kantor Pertanahan di masa pandemi Covid-19,
menyebabkan beberapa kerugian terhadap para pihak terutama penjual dan
pembeli. Belum terdaftarnya akta PPAT menyebabkan tidak terikatnya pihak ketiga
terhadap janji-janji yang diperjanjikan antara pihak para pihak, janji-janji tersebut
hanya mengikat para pihak yang melakukan perjanjian.

Dengan begitu meski akta jual beli PPAT tersebut sah tetapi proses balik nama
dari penjual ke pembeli belum terjadi di sertipikat karena belum dilakukannya
pendaftaran ke Kantor Pertanahan dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota
Yogyakarta dan akibat hukum yang terjadi adalah perlindungan hukum kepada
pembeli belumlah terpenuhi karena peralihan secara yuridis belum terpenuhi
dengan tidak didaftarkannya akta jual beli PPAT ke Kantor Pertanahan dalam hal
ini Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

Namun untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya
sengketa karena keterlambatan pendaftaran akta peralihan hak atas tanah tersebut,
terhadap akta peralihan yang pendaftaran aktanya tidak memenuhi ketentuan pasal
40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, pihak penjual harus
membuat surat pernyataan bahwa tanah tersebut tidak pernah dialihkan/ dijaminkan
kepada pihak siapapun kecuali kepada pihak pembeli sebagaimana tercantum dalam
akta jual beli yang didaftarkan oleh PPAT.

Dengan tidak di daftarkannya peralihan hak atas tanah ke kantor pertanahan

menurut salah satu PPAT di Kota Yogyakarta, akan muncul rasa ketidak percayaan



93

para pihak kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana jabatan
PPAT adalah adalah jabatan kepercayaan dan oleh karenanya itu seseorang bersedia
mempercayakan sesuatu kepadanya sebagai seorang kepercayaan. Belum
terpenuhinya kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang tanah
dalam hal ini pembeli sehingga menimbulkan rasa cemas dan ragu terhadap tanah
yang dibelinya. Selain itu juga dikhawatirkan akan muncul gangguan-gangguan
dari pihak yang tidak berkepentingan atau tidak berhak terhadap objek tanah
tersebut.
2. Akibat Hukum Bagi Badan Pertanahan Nasional

Menyikapi keterlambatan pendaftaran peralihan hak atas tanah oleh PPAT di
masa pandemi Covid-19 yang disebabkan oleh beberapa faktor terutama karena
terbatasnya Pelayanan Publik di berbagai Instansi Pemerintahan karena harus
mengikuti anjuran pemerintah guna pencegahan dan memutus rantai persebaran
Covid-19. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Rl melakukan berbagai strategi atau langkah agar terhindar dari pandemi
Coronavirus-2019 yaitu dengan memberikan kemudahan dengan mengeluarkan
Surat Edaran Nomor 7 /SE-100.HR.01/IV/2020 dan Surat Edaran Nomor 1/SE-
100.HR.01.01/11/2021 tentang kemudahan pelayanan penetapan dan pendaftaran
hak atas tanah pada masa status tanggap darurat Corona Virus Disease 2019
(Covid-19). Surat Edaran ini untuk memberikan petunjuk pelaksanaan kepada
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan
dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan pertanahan kepada masyarakat

pada masa status tanggap darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang
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didalamnya dibunyikan kemudahan penyampaian kelengkapan dokumen validasi
bukti sektor pembayaran pajak atas pengalihan hak atas tanah berupa Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) sebagai
bentuk kebijakan kemudahan pelayanan pertanahan untuk memberikan stimulus
kepada masyarakat, sehingga diperlukan petunjuk pelaksanaannya

Ruang lingkup dari Surat Edaran tersebut meliputi kemudahan pelayanan
penetapan dan pendaftaran hak atas tanah pada masa status tanggap darurat Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19), diantaranya ialah:

a. perpanjang jangka waktu pendaftaran surat keputusan pemberian
perpanjang, pembaharuan hak atas tanah dan surat keputusan pemberian hak
pengelolaan yang telah atau akan berahir pada masa status tanggap darurat
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan belum didaftarkan pada kantor
pertanahan selambat-lambatnya 31 desember 2020;

b. penyampaian kelengkapan dokumen validasi bukti setor pembayaran pajak
atas pengalihan hak atas tanah berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan (BPHTB) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) pada masa status
tanggap darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kebijakan kemudahan pelayanan pertanahan yang diberikan untuk
penyampaian kelengkapan dokumen validasi bukti setor pembayaran pajak dalam
rangka pendaftaran surat keputusan pemberian hak atas tanah dan peralihan hak
atas tanah, sebagai berikut:

a. Pelayanan pendaftaran surat keputusan pemberian hak atas tanah atau

peralihan hak atas tanah yang terkena kewajiban membayar BPHTB dan/
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atau PPh tetap dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember
2021,

b. Dalam pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud angka 1),
pemohon cukup melampirkan bukti setor atau resi pembayaran BPHTB
dan/atau PPh dan bank persepsi yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan
Pertanggungjawaban Mutlak telah membayar BPHTB dan/atau PPh dan
Wajib Pajak yang bermeterai cukup sebagaimana format terlampir;

c. Pendaftaran sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2) dilaksanakan
dengan mencatat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak di daam
Buku Tanah, selanjutnya setelah bukti validasi BPHTB dan/atau PPh
diserahkan kepada Kantor Pertanahan maka catatan pada buku tanah
dihapus dengan mencoret catatan;

d. Pencatatan atau pencoretan sebagaimana dimaksud angka 3) tidak
dipungut biaya;

e. Selama catatan pada Buku Tanah belum dihapus, maka terhadap bidang
tanah dimaksud dilarang untuk dilakukan peralihan hak/ pembebanan hak;

f. Kepala Kantor Pertanahan wajib melaporkan kepada Kantor/Dinas
pelayanan pajak yang berwenang melaksanakan validasi BPHTB dan/atau
PPh.

Dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri tersebut dapat mempercepat
proses pendaftaran peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh PPAT karena jika
harus mengikuti prosedur yang ada akan sangat lama guna melengkapi persyaratan-

persyaratan yang harus dipenuhi, seperti diketahui menurut PPAT Kota Yogyakarta
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jika mengikuti prosedur lama pengurusan PPh dikantor Pajak Pratama bisa
seminggu bahkan sampai 10 (sepuluh) hari untuk proses validasi, dengan kondisi
sekarang banyak kantor pelayanan publik yang membatasi waktu dan pelayanan
tatap muka sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak berjalan
dengan maksimal sehingga akan lama mengikuti prosedur atau proses yang ada.
Sehingga dengan adanya Surat Edaran Menteri tersebut diharapkan dapat
membantu PPAT guna pendaftaran hak atas tanah dengan cepat.

Merespon hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional RI juga terus berinovasi dalam pelayanan digital pertanahan
demi meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan kemudahan
pelayanan. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian ATR/BPN juga meluncurkan
fitur Aplikasi Layanan seperti Zona Nilai Tanah, Pengecekan Sertipikat, Hak
Tanggungan Elektronik dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah. Yang dikemas
dalam satu aplikasi yaitu Mitra BPN, yang hanya bisa diakses oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) Media digital yang mudah diakses dan dioperasikan

diharapkan dapat memberikan kemudahan dimasa pandemi Covid-19.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan pada

pembahasan sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Dengan dilakukannya pendaftaran peralihan hak atas tanah terciptanya suatu
pusat informasi mengenai bidang tanah baik tentang data fisik dan yuridis
sehingga memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak atas
tanah, adanya Pandemi Covid-19 mengakibatkan semua sektor pelayanan
publik menjadi terhambat. Dengan begitu sangat berpengaruh terhadap kinerja
PPAT guna melengkapi persyaratan untuk pendaftaran hak atas tanah di Kantor
Pertanahan Nasional sehingga mengalami keterlambatan. Namun PPAT masih
dapat mendaftarkan akta hak atas tanah dengan suatu surat pernyataan
keterlambatan dan menganggap bahwa surat sebagai alasan keterlambatan akta
sehingga dengan begitu akta tersebut bisa dapat diproses sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Konsekuensi dari keterlambatan pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut
dari Kantor Pertanahan Nasional, dikategorikan sebagai sanksi administratif,
sanksi ini merupakan sanksi terhadap PPAT berupa peringatan atau teguran
secara tertulis oleh Kantor Pertanahan. dengan adanya Covid-19 yang
merupakan bencana nonalam dan dinyatakan sebagai bencana nasional, Kantor

Pertanahan enggan memberikan teguran kepada PPAT karena situasi dan
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kondisi yang tidak bisa diperkirakan, pelayanan yang tidak maksimal dan
terbatasnya pelayanan publik menjadi faktor yang sangat dipertimbangkan oleh

Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

B. Saran

Dengan adanya pandemi Corona Virus Disease (covid-19) diharapkan kepada
Kantor Pertanahan untuk terus melakukan inovasi guna peningkatan pelayanan
kepada masyarakat, membuat kemudahan dalam pelayanan sehingga dapat
menyederhanakan dan mempercepat proses pendafataran hak atas tanah, agar dapat
merealisasikan pelayanan publik yang sederhana dan akuntabel guna tercapainya
good governance dan terwujudnya kepastian hukum.

PPAT hendaknya lebih memperhatikan dan melaksanakan kewajiban terkait
dengan pelaksanaan tugas jabatannya agar terhindar dari sanksi administratif seperti
teguran maupun peringatan dan lebihnya yaitu sampai pemberhentian. Dengan
adanya Covid-19 seharusnya Kantor Pertanahan juga memberikan kemudahan
kepada PPAT sehingga batas waktu pendaftaran peralihan hak atas tanah dapat

terpenuhi oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT)
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LAMPIRAN

Lampiran 1.

Yogyakarta,

Nomor H /34.71-HP.03/ /2021
Lampiran
Perihal :  Teguran Penyampaian Akta

KepadaYth. :

Sdri. ...

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Di Jl. No.22
Timoho

Kota Yogyakarta

Berdasarkan daftar penerimaan berkas No.1209/2021 tanggal 9-02-2021 Akta Jual Beli No.
21/2016 tanggal 12-05-2016 yang kami terima di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, dengan ini
kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah pasal 40 butir (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal
ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya
berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar;

2. Bahwa Akta Jual Beli yang Saudara sampaikan untuk pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota
Yogyakarta melebihi batas waktu yaitu pada tanggal 13-01-2021;

3. Untuk selanjutnya dalam penyampaian Akta ke Kantor Pertanahan agar Saudara melaksanakan
ketentuan pada point 1 di atas.

Demikian untuk menjadi perhatian.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA YOGYAKARTA

ttd

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengurus IPPAT Kota Yogyakarta

2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Daerah Istimewa Yogyakarta
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Lampiran 2.

-7-

Lampiran Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 7/SE-100.HR.01/IV /2020

Tanggal : 17 April 2020

Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak
Telah Membayar BPHTB dan/atau PPh

SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama §
Tempat/tanggal Lahir
Pekerjaan
Alamat

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Terhadap Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional/Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi  .....cccceeee. /Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten/Kota
..................... Nomor ............, tanggal ......... tentang Pemberian Hak
............... atas nama .........coeceeeee di civeiiieniinnenee..... telah saya setorkan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)/Pajak Penghasilan
(PPh) melalui Bank ..........ccoceeunnee dengan Nomor Rekening ...........c.ccoeeuuine
atas NEa. susessaveviives (bukti setor/resi bank terlampir).

2. Terhadap HM/HGB/HP/HMSRS Nomor .................. Lisommaniess yang menjadi
Objek Peralihan dengan Surat Keterangan Waris/AKta ..................... Nomor
............... tanggal ........................., telah saya setorkan Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)/Pajak Penghasilan (PPh) melalui Bank
............... dengan Nomor Rekening ..................... atas nama ..................
(bukti setor/resi bank terlampir).

3. Akan menyerahkan validasi bukti setor pembayaran pajak Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)/Pajak Penghasilan (PPh).

Pernyataan ini dibuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,
apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tidak benar dan
terdapat kurang setor, maka saya bersedia menyetorkan kekurangan bayar
tersebut ke kas negara serta dikenakan sanksi/hukuman menurut ketentuan
peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa
paksaan dan dibuat dengan sebenarnya serta untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Catatan :
Lingkari angka 1 apabila pendaftaran surat keputusan pemberian hak atas
tanah, lingkari angka 2 apabila pendaftaran peralihan hak.




105

Lampiran 3.

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN
Nomor: UP.02/583.SKet-34.71-100/1V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Rahmad Scsar Oktaviyano

NPM 20921040

Fakultas ¢ Hukum

Program Studi : Magister Kenotariatan

Universitas . Universitas Islam Indonesia

Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM PPAT TERHADAP

PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH KARENA
TERKENDALA PANDEMI COVID-19

Telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian/riset pada tanggal 1 April 2022 di
Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

_ Yogyakarta, 4 April 2022
"K}qua Kantor Pertanahan
#Kola Yogyakarta,

) DL ) 77,
fMlelagan, Frofesonat, [erpercaya



Esti Anna Widarsih, S.H

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA JOGJAKARTA

Rumah / Kantor :

JI. Ipda Tut Harsono (Timoho) No. 22 Yogyakarla
Telp. (0274) 544639, 541809 Fax. (0274) 541809

SURAT KETERANGAN
Nomor : 24/Not/Ket/V1/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama
Pekerjaan

Alamat

Menerangkan Bahwa :

Nama
Alamat

Jurusan

: ESTI ANNA WIDARSII, S.H
: NOTARIS/PPAT Kota Yogyakarta

:JI. Ipda Tut Harsono No. 22 Timoho

: RAHMAD SESAR OKTAVIYANO
: Condongeatur. Depok. Sleman

: Magister Kenotariatan

Benar telah melakukan penelitian di Kantor Saya. tentang Perlindungan Hukum PPAT terhadap

Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah karena terkendala Pandemi Covid-19 di Kota

Yogyakarta.

Demikian Surat Keterangan ini Saya buat dengan sebenamya agar dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Juni 2022

Notaris

ota Yogyakarta

ESTI ANNA WIDARSIH, S.H)
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SURAT KETERANGAN
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :DYAH MARYULINA BM, S.H.
Pekerjaan : NOTARIS/PPAT Kota Yogyakarta
Alamat : JL. Gondosuli No.14, Semaki Umbulharjo, Yogyakarta

Menerangkan bahwa :

Nama : RAHMAD SESAR OKTAVIYANO
Alamat : Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta
Jurusan : Magister Kenotariatan

Benar telah melakukan penelitian di Kantor Saya, tentang perlindungan hukum PPAT
dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah karena terkendala pandemi covid-19 di kota
yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan

sebagai mestinya.

Yogyakarta, 27 Juni 2022

aris Kota Yogyakarta




